PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN

TINGGI MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI

NASIONAL INDONESIA

DI JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA by Siti Fatimah, NIM. 1320412262
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN 
TINGGI MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI 
NASIONAL INDONESIA  
DI JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Siti Fatimah 
NIM: 1320412262 
 
 
 
Tesis 
 
Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 
Gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM 
KONSENTRASI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
YOGYAKARTA 
2017 





vii 
 
Motto 
 
 
Anak Adam satu badan satu jiwa 
Tercipta dari asal yang sama 
 
Bila satu anggota terluka 
Semua merasa terluka 
 
Kau yang tak sedih atas luka manusia 
Tak layak menyandang (julukan) manusia1 
 
Syeikh Muslihuddin Sa’di (Sa’di) 
                                                          
1
 https://jamaldrahman.wordpress.com/2011/02/14/menikmati-puisi-di-taman-penyair/ 
diakses pada 10 Agustus 2017. 
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ABSTRAK 
 
Siti Fatimah, Pengembangan Kurikulum Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
UIN Sunan Kalijaga Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 
Kurikulum merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan 
yang harus selalu dikembangkan secara berkala setelah dilakukan evaluasi 
terhadapnya supaya mampu beradaptasi dengan tuntutan global. Demikian yang 
telah diakukan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2016, yaitu melakukan pengembangan kurikulum sesuai 
perintah yang tercantum dalam  Peraturan Presiden Repubik Indonesia  nomor 8 
tahun 2012 dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia nomor 73 tahun 2013. 
Ada empat isu utama dalam penelitian ini, yaitu: 1) gambaran desain 
kurikulum Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Uin Sunan Kalijaga Berbasis KKNI; 
2) mekanisme penyusunannya, 3) implementasinya dalam pembelajaran; 4) 
kesesuaian dengan aturan dalam Buku panduan Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Tim Belmawa-Dikti. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode kualitatif. Untuk pengumpuan data penelitian, dilakukan wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan trianggulasi. Kemudian dalam menganalisis data, 
peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Peneliti melihat beberapa poin penting dalam desain kurikulum 2016 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan kalijaga yang mengacu Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu: a) perubahan visi dan misi dengan 
menambahkan aspek integrasi-interkoneksi (studi keislaman dengan studi 
kebahasaan dan kesusastraan Arab), penambahan sattu profil lulusan (Peneliti 
Bahasa Arab) yang semula hanya ditentukan tiga profil, yaitu Linguis Arab, 
Peneliti Sastra Arab, dan Penerjemah; b) perubahan struktur kurikulum 
(penggabungan beberapa mata kuliah, penambahan mata kuliah baru, perubahan 
nama mata kuliah, penambahan/pengurangan bobot sks, serta distribusi atau 
sebaran mata kuliah di setiap semester); c) kurikulum 2016 berbasis KKNI ini 
telah diberlakukan di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab selama dua semester; d) 
langkah-langkah penyusunan kurikulum 2016 berbasis KKNI ini seara garis besar 
sudah sesuai dengan apa yang tertuis di Buku Panduan Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi yang diusun oleh Tim Belmawa (Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan), Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014. 
 
Kata kunci: Pengembangan Kurikulum, Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia. 
 
ix 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 
lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan 
huruf latin. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b be  
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik diatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
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ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ...‘... koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q ki 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ـه ha h ha 
ء hamzah ...’.. apostrof 
ي ya y ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a) Vokal tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ـــَــــ Fatḥah a a 
ــِـــــ Kasrah i i 
xi 
 
ــُـــــ ḍammah u u 
 
b) Vokal rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
 ..َ...  ي  Fatḥah dan ya ai a dan i 
 ..َ...  و  Fatḥah dan wau au a dan u 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
..َ.. ا..َ..ي  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
ā 
a dan garis di 
atas 
ي ـِـــ Kasrah dan ya ī 
i dan garis di 
atas 
..ُ..و  
ḍammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbuṭah 
Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 
1) Ta marbuṭah hidup 
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbuṭah mati 
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Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh:    لَاف َط  لْا ُةَض  وَر  - rauḍah al-aṭfāl 
-  rauḍatul aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh:  َانَّبَر - rabbanā 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu: لا . namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu 
dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan 
kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang 
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Contoh:   ُلُجّرلا - ar-rajulu 
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2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
bunyinya. 
Contoh:   َُمَلق لا - al-qalamu 
Baik diikuti oleh syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya 
terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak diawal kata, 
maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh:  َلََكا – akala 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata 
tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh:  ِّناَو ن ِيقِزاّرلا ُر يَخ َُوَهل َالله   
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk 
menghasilkan lulusan berkualitas tinggi yang mampu bersaing ketat pada era 
globalisasi. Lulusan yang dikehendaki adalah lulusan yang di samping 
menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, kreativitas, dan daya 
saing, juga memiliki bekal agama, moral, dan akhlak mulia. Pendidikan yang 
tidak dapat melakukan fungsi itu dengan sendirinya ditinggalkan oleh 
masyarakat. Keadaan itu pada gilirannya akan memaksa dunia pendidikan 
untuk terus peka membaca kecenderungan masyarakat dan tuntutan zaman 
serta mengantisipasinya dengan terus memperbaiki berbagai komponen terkait 
di dalamnya. 
Kurikulum merupakan satu dari sekian komponen penting dalam 
kerangka sistem pendidikan. Tanpa kurikulum sistem pendidikan apapun 
tidak dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pendidikan tidak dapat tercapai 
dengan optimal. Kurikulum lembaga pendidikan merupakan instrumen 
strategis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. Karena begitu pentingnya fungsi dan peran 
kurikulum, maka semua pihak yang terlibat di dalamnya harus memiliki 
pengetahuan yang memadahi tentang kurikulum seperti pimpinan lembaga 
2 
 
pendidikan, guru, dosen, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan secara nasional dan mutu sumber daya manusia, kurikulum perlu 
dikembangkan.
1
  
Seiring dengan perkembagan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, 
pemerintah selalu melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan kurikulum 
pendidikan agar secara lentur dapat bergerak cepat sejalan dengan tuntutan 
dunia kerja serta tuntutan kehidupan masyarakat yang dinamis. Sebagai 
contoh wujud nyata usaha tersebut antara lain dilakukannnya perubahan 
kurikulum pendidikan tinggi dari KBI (Kurikulum Berbasis Isi) yang saat ini 
menjadi KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi).  
Kurikulum Berbasis Isi merupakan kurikulum yang berlaku pada 
tahun 1994. Kurikulum tersebut disebut KBI karena yang diutamakan adalah 
ketercapaian penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) 
atau penguasaan materi. Penetapan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian 
Hasil Belajar Mahasiswa
2
. 
Pada tahun 2000 atas amanah UNESCO melalui konsep empat pilar 
pendidikan, yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, dan 
                                                          
1
 Menurut Winarno Surahmad pengembangan itu terdiri dari penyusunan, pelaksanaan, 
penilaian dan penyempurnaan. Lihat Hendyat Soetopo - Wasty Soemanto, Pembinaan dan 
Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 37. 
2
 Sutrisno - Suyadi, Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 71. 
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learning to live together, KBI direkonstruksi menjadi KBK (Kurikulum 
Berbasis Kompetensi). Yang diutamakan dalam kurikulum KBK ini adalah 
pencapaian kompetensi, bukan isi atau materi. Kompetensi yang dimaksud 
adalah untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. 
Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 yang 
menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan 
dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK)
3
.  
Pada tahun 2012 terbit Peraturan Presiden No 12 tahun 2012
4
 tentang 
perintah bagi semua perguruan tinggi
5
 untuk meredesain kurikulum yang 
mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ini bukan 
berarti KBK tidak berlaku lagi karena tidak ada proses rekonstruksi perubahan 
kurikulum sebagaimana pergantian KBI menjadi KBK. Oleh karena itu, KBK 
harus dikembangkan mengacu pada KKNI, bukan direkonstruksi atau diganti 
dengan kurikulum yang baru. Sekanjutnya KBK yang dikembangkan 
mengacu KKNI disebut KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi)
6
. Pengembangan 
                                                          
3
 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan Bab II Pasal 6, diunduh dari http://www.peraturan.go.id/pp/nomor-17-tahun-2010-
11e44c4ea9755c808dde313231353436.html pada 31 Mei 2017. 
4
 Peraturan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diunduh dari 
http://www.kopertis12.or.id/2013/04/28/kurikulum-nasional-berbasis-kompetensi-mengacu-pada-
kkni.html pada 30 Mei 2017. 
5
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
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KBK berbasis KKNI (KPT) mulai diperundangkan tahun 2014
7
 dan harus 
diimplementasikan di seluruh program studi perguruan tinggi selambat-
lambatnya dua tahun sejak diperundangkan, yaitu tahun 2016. Hal ini 
dilatarbelakangi dengan daya saing yang semakin ketat terutama dalam 
menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia).  
Pemaparan singkat tentang dinamika perubahan kurikulum di atas 
menunjukkan betapa pentingnya dilakukan pengembangan kurikulum seiring 
dengan tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah berusaha keras melakukan 
perbaikan-perbaikan pada kurikulum sebelumnya dengan tujuan dapat 
menghasilkan output yang memiliki daya saing tinggi. 
Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa KKNI 
merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 
menyandingkan, menyetarakan
8
, dan mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dengan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja sesuai 
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan demikian, KKNI bidang 
pendidikan tinggi hanya salah satu sektor dari KKNI secara umum. Adapun 
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kurikulum yang harus mengacu pada KKNI hanyalah bagian kecil dari mata 
rantai panjang KKNI bidang pendidikan tinggi. 
UIN Sunan Kalijaga merupakan perguruan tinggi Islam tertua di 
Indonesia. Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian 
Agama ini mewajibkan jurusan-jurusan di dalamnya menyelenggarakan mata 
kuliah keislaman seperti Aqidah, Akhlak dan Tashawuf, Fiqh dan Usul Fiqh, 
Filsafat Islam, sejarah kebudayaan Islam, bahkan mata kuliah Bahasa Arab 
untuk diintegrasi-interkoneksikan dengan kelimuan-keilmuan pada jurusan,
9
. 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab merupakan salah satu jurusan yang 
dimiliki UIN Sunan Kalijaga. Jurusan tersebut berada di Fakultas Adab dan 
Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1960 Fakultas ini hanya 
memiliki satu jurusan, yaitu Jurusan Sastra Arab. Karena itu, pada mulanya 
Fakultas ini bernama Fakultas Adab yang dalam Bahasa Indonesia berarti 
Fakultas Sastra. Bahasa Arab dianggap sangat penting untuk dikuasai, 
sehingga mata kuliah Bahasa Arab dijadikan sebagai mata kuliah inti umum 
semua jurusan di Perguruan Tinggi ini. 
Dewasa ini semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Arab 
untuk berbagai kepentingan atau tujuan, seperti untuk keperluan akademis 
ataupun bisnis. Kesempatan semakin terbuka lebar bagi kita warga Indonesia 
untuk bersaing secara global dalam hal pendidikan dan karir/pekerjaan, 
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 Berdasarkan hasil workshop Penyusunan Silabus Berbasis Kompetensi IAIN Sunan Kalijaga 
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misalnya orang Indonesia yang menghendaki studi, menjadi pengajar, atau 
bekerja di instansi atau negara pengguna bahasa Arab. Persaingan semakin 
sengit sehingga kualitas unggul berupa kompetensi dan pengalaman yang 
dimiliki seseorang menjadi prioritas.  
Untuk membekali lulusannya dalam menghadapi tantangan global 
tersebut, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab berusaha meningkatkan mutu atau 
kualitas lulusannya, salah satunya dengan mengembangkan kurikulum secara 
berkala setelah melalui tahap evaluasi. Kurikulum tidak pernah memiliki kata 
“final” karena harus selalu menyesuaikan dengan tuntutan zaman.  
Pada tahun 2015 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga 
mulai melakukan re-desain kurikulum atas perintah Presiden dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI seperti tercantum dalam Perpres No 8 Tahun 
2012 dan Permendikbud No 73 Tahun 2013
10
. Kurikulum tersebut didesain 
mengacu pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan telah 
diberlakukan oleh Jurusan selama dua semester, yaitu pada Semester Gasal 
dan Genap TA 2016/2017. 
Pengembangan kurikulum ini melalui proses yang sangat panjang dan 
melibatkan banyak pihak, diantaranya prodi atau jurusan sejenis yang 
tergabung dalam asosiasi, pengguna lulusan, alumni, dan stakeholder lainnya. 
Diantara langkah yang ditempuh Jurusan adalah dengan mengadakan dan/atau 
                                                          
10
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sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1997, 2003, 2004, 2011, 2013, dan 2016. Kurikulum yang 
berhasil disusun pada tahun 2016 ini mengacu KKNI dan menjadi objek material dari penelitian ini. 
7 
 
menghadiri pertemuan, workshop, dan sosialisasi terkait penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia. Pada tahun 2016 kurikulum tersebut berhasil disusun oleh 
tim dari Jurusan dan disahkan oleh Senat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 
UIN Sunan Kaljaga. Tentu saja kurikulum tersebut belum final, dalam artian, 
penerapan kurikulum tersebut selalu dievalusasi agar segera dapat dilakukan 
perubahan apabila diperlukan karena kurikulum  bersifat dinamis 
menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme atau langkah-
langkah yang ditempuh dalam penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
mengacu KKNI di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga yang 
melibatkan banyak pihak dan melalui proses yang cukup panjang, desain atau 
rancangan kurikulum yang berhasil disusun oleh tim, dan perubahan-
perubahan di dalamnya. Selanjutnya, peneliti juga berupaya mencari tahu 
kesesuaian langkah-langkah yang telah ditempuh oleh tim kurikulum Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab ditinjau dari panduan penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi mengacu KKNI yang dibuat oleh tim dari Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi. 
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B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 
Masalah pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini dituangkan 
dalam rumusan masalah berikut:  
1. Bagaimana langkah penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu 
KKNI di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga? 
2. Bagaimana desain Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI di 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga? 
3. Bagaimana kesesuaian Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI di 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga ditinjau dari 
panduan penyusunan KPT yang merujuk pada SN-Dikti dan KKNI? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. mengetahui mekanisme penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
Mengacu KKNI di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga, 
2. mengetahui desain Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI di 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga, 
3. mengetahui kesesuaian desain Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu 
KKNI di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga ditinjau 
dari panduan penyusunan KPT yang merujuk pada SN-Dikti dan KKNI. 
Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu: 
1. memperkaya khazanah penelitian dan sebagai bahan rujukan penelitian 
berikutnya yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, 
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2. memberikan informasi yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk 
melakukan pengembangan kurikulum pada Jurusan Bahasa dan Sastra 
Arab UIN Sunan Kalijaga. 
3. sebagai bahan kajian terhadap pengembangan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi, khususnya pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan 
Kalijaga yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu 
lulusan. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam bagian ini peneliti akan menyebutkan beberapa karya atau 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya: 
Penelitian oleh Nur Afifah yang berjudul Kurikulum Pendidikan 
Tinggi Keagamaan Islam Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Studi pada 
Program Studi Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta). Penelitian ini memfokuskan alasan dasar KKNI 
dan SN Dikti menjadi acuan pengembangan kurikulum secara yuridis, 
deskripsi desain pengembangan serta rencana implementasi kurikulum 
berbasis KKNI dan SN Dikti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
11
. 
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Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal oleh Imroatus Solikhah 
dengan judul KKNI dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes pada 
Program Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Surakarta
12
. Penelitian ini 
bertujuan menggambarkan kurikulum berbasis kompetensi dalam merespon 
hadirnya KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang menetapkan 
kurikulum berbasis hasil dalam praktik pendidikan. 
Penelitian oleh Nur Hasanah berjudul Kesiapan Perguruan Tinggi 
dalam Menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI (Studi Kasus di Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon)
13
. Hasil penelitian ini menyebutkan 
bahwa kurikulum berbasis KKNI akan diterapkan pada semester gasal TA 
2015/2016, dan Sumber Daya Manusia telah siap untuk dilaksanakan 
implementasi kurikulum berbasis KKNI. 
Penelitian oleh Lian G. Otaya dari IAIN Sultan Amai Gorontalo 
berjudul Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan 
Islam Berbasis KKNI dalam Keterserapan Lulusan pada Dunia Kerja
14
. 
Penelitian ini membahas arah pengembangan kurikulum berbasis KKNI pada 
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, 
kesetaraan lulusan dalam dunia kerja. Untuk menjawab kebutuhan pasar, 
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 Imroatus Solikhah, “KKNI dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes pada Program 
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maka visi prodi ini adalah “menjadi program studi yang handal, inovatif, 
bermartabat dalam menyiapkan tenaga manajerial kependidikan yang 
profesional dan berkarakter islam di Sulawesi pada tahun 2020”. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fiska Ilyasir berjudul Manajemen 
Pengembangan Kurikulum 2006 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Upaya Mencetak Guru 
Bahasa Arab Profesional. Penelitian ini membahas proses pengembangan 
kurikulum 2006 beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 
pengembangan tersebut. Adapun hasil penelitiannya mengungkap proses 
perencanaan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak, landasan yang 
digunakan dalam pengembangan kurikulum yang terdiri dari landasan yuridis, 
teologis, filosofis, kultural, sosiologis dan psikologis, pengorganisasian 
kurikulum yang dilakukan menggunakan model correlated curriculum dan 
integrated curriculum, serta implementasi kurikulumnya yang meliputi dua 
tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan perkuliahan
15
. 
Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Muhammad Ardy Zaini dengan 
judul Pengembangan Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (Studi 
Kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang) memberikan gambaran tentang pengembangan kurikulum pada 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Zaini 
membandingkan dan menganalisis SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan 
distribusi mata kuliah pada kedua prodi tersebut sehingga diketahui kelebihan 
dan kekurangan pada masing-masing Prodi
16
. 
Penelitian yang hendak dilakukan peneliti ini berbeda dengan 
penelitan-penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas. Peneliti akan 
memfokuskan penelitian pada desain kurikulum baru yang disusun Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengacu 
Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia, mekanisme perumusannya, serta 
kesesuaiannya dengan panduan penyusunan KPT yang disusun oelh tim 
Belmawa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode kualitatif. Setiyadi menyebutkan bahwa penelitian 
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilakunya 
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yang dapat diamati sehingga tujuan dari penelitian ini adalah pemahaman 
individu tertentu dan latar belakangnya secara utuh
17
. 
Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 
yang bermaksud memahami fenomena tantang apa yang dialami subyek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 
secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 
berbagai metode ilmiah.
18
 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
induktif, yaitu dimulai dari pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis 
data dan melakukan simpulan berdasarkan data terkumpul
19
. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data baik berupa 
person, place maupun paper. Sumber data yang berupa person terdiri dari 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab, dosen, mahasiswa, dan tim penyusun kurikulum 
baru berbasis KKNI. Penentuan sumber data berdasarkan person 
dilakukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling.  
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Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan 
mempertimbangkan seorang informan dianggap paling mengetahui data 
penelitian yang dibutuhkan sehingga akan memudahkan peneliti 
mengetahui objek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan snowball 
sampling dimulai dengan pengambilan sumber data yang sedikit kemudian 
bertambah banyak di tengah-tengah penelitian untuk memberikan data 
yang lebih lengkap
20
. 
Selanjutnya sumber data yang berupa place adalah kantor Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab, dan sumber data yang berupa paper terdiri dari 
dokumen-dokumen kurikulum baru Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
berbasis KKNI. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Tujuan observasi adalah untuk menjelaskan situasi yang kita 
teliti, kegiatan-kegiatan yang terjadi, individu-individu yang terlibat 
dalam suatu kegiatan dan hubungan antarsituasi, antarkegiatan, dan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, cet. 20, (Bandung: 
Alfabeta, 2014), 300. 
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antarindividu sehingga pembaca laporan penelitian mengerti secara 
jelas apa yang sudah terjadi dan bagaimana proses terjadinya kegiatan 
tersebut
21
. 
b. Interview 
Esterberg dalam Sugiyono (2002) mendefinisikan interview 
sebagai berikut: “a meeting of two persons to exchange information 
and idea through questions and responses, resulting in communication 
and joint construction of meaning about a particular topic”. Interview 
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya-jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu
22
. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian 
kualitatif. Sumber data ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 
dengan sumber data yang lain. Sumber data ini relatif merupakan data 
alamiah
23
. 
Dokumentasi atau studi dokumen merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan interview dalam penelitian 
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kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau interview akan lebih 
kredible apabila dapat dilampirkan dokumen pendukung
24
. 
d. Trianggulasi 
Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang ada. Ketika peneliti melakukan pengumpulan data 
dengan trianggulasi, maka sebenarnya peneliti sekaligus menguji 
kredibilitas data. 
Susan Stainback dalam Sugiyono menyatakan bahwa 
trianggulasi bukan dimaksudkan untuk mencari kebenaran tentang 
beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman 
peneliti terhadap apa yang telah ditemukan
25
. 
Peneliti menggunakan trianggulasi teknik pengumpulan dan 
sumber data. Trianggulasi yang pertama dilakukan dengan 
penggabungan beberapa teknik untuk mencari data atau informasi 
yang sama. Sedangkan trianggulasi sumber dilakukan dengan mencari 
data atau informasi yang sama dari beberapa sumber. 
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4. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,  dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain
26
. 
Ada tiga tahap yang dilakukan penelieti dalam analisis data
27
, yaitu: 
a) Reduksi data 
Reduksi data adalah proses berfikir sintesis untuk merangkum, 
memilih hal-hal pokok, fokus dengan hal penting dan 
mentransformasikan data kasar yang diperoleh. Pada tahap ini 
peneliti akan menyeleksi data dari hasil wawancara, observasi, dan 
studi dokumentasi dengan cara memfokuskan pada data yang lebih 
penting, menarik, berguna serta aktual. Kemudian data-data 
tersebut dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan 
sebagai fokus penelitian. 
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b) Penyajian data 
Penyajian data merupakan tahap kedua setelah reduksi data. Pada 
tahap ini peneliti mendeskripsikan kumpulan data atau informasi 
secara sistematis dan jelas untuk membantu proses analisis. 
Peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk teks naratif 
untuk memudahkan penguasaan data yang dimaksud. 
c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Kesimpulan penelitian ini diharapkan mendapatkan temuan baru 
yang berupa deskripsi atau gambarab objek sebelumnya masih 
belum jelas menjadi jelas berupa hubungan kausal atau interaktif, 
hipotesis atau teori. Kemudian peneleiti akan menyajikan data-data 
yang telah dikumpulkan dengan metode deskriptif analitik, cara 
berfikir induktif maka hasil temuan dapat disajikan secara lebih 
akurat dan dapat dideskripsikan dengan sistematika yg jelas dan 
baik. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberi arah pada penelitian ini, penulis perlu melakukan 
pemetaan dan sistematika pembahasan kedalam beberapa bagian berikut: 
Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang 
masalah, rumusan masalah, fungsi dan tujuan penelitian, kajian pustaka, 
kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Pada Bab kedua penulis akan memaparkan teori-teori tentang 
Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Mengacu Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia diantaranya meliputi konsep dasar, maksud dan tujuan, 
deskripsi generik, dan langkah penyusunannya. 
Pada Bab ketiga penulis akan memaparkan gambaran umum atau 
profil Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga, langkah-langkah 
penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada KKNI di 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga dan desain atau hasil 
dari penyusunan kurikulum tersebut. 
Pada Bab keempat penulis akan menganalisa kesesuaian langkah 
penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu KKNI di Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga ditinjau dari panduan 
penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang merujuk pada SN-
Dikti dan KKNI oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran setelah 
peneliti melakukan kajian dan analisis mengenai Kurikulum Pendidikan 
Tinggi yang mengacu KKNI di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan 
Kalijaga. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Dalam bab V ini peneliti akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian 
yang berjudul Pengembangan Kurikulum Jurusan Bahasa dan Sastra UIN Sunan 
Kalijaga dan saran untuk Jurusan serta perbaikan bagi peneliti selanjutnya.  
 
A. Kesimpulan 
1. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu KKNI di 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga dilatarbelakangi oleh 
terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 dan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 
73 tahun 2013 yang mengharuskan seluruh perguruan tinggi di Indonesia 
melakukan redesain kurikulum secara serentak dan mendesak dengan 
tujuan menghasilkan mutu/kualitas lulusan yang setara dengan lulusan 
perguruan tinggi lain. 
2. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait 
dengan sistem pendidikan nasional yang dimiliki negara Indonesia. 
Kerangka kualifikasi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya 
pendidikan tinggi dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan 
dalam melakukan penyetaraan dengan hasil pendidikan bangsa lain di 
dunia. 
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3. KPT mengacu KKNI yang disusun di Jurusan Bahasa dan Sastra dinamai 
Kurikulum 2016 karena berhasil disusun pada tahun tersebut. Beberapa 
perubahan dalam desain kurikulum 2016 (yang mengacu KKNI), yaitu 
visi dan misi (ditambahi klausul pemaduan atau integrasi-interkoneksi 
keilmuan atau studi keislaman dengan studi kebahasaan dan kesusastraan),  
profil lulusan (penambahan satu profil, yaitu Peneliti Bahasa Arab) yang 
secara otomatis berpengaruh terhadap Capaian Pembelajaran atau 
kompetensi lulusan, mata kuliah dan bobot SKS (Diselenggarakannya 
mata kuliah baru, perubahan nama mata kuliah, perubahan bobot SKS, 
penggabungan beberapa mata kuliah menjadi satu, dan penentuan paket 
semester). 
4. Secara umum, penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu KKNI 
di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga dilakukan dengan 
langkah-langkah atau tahapan seperti yang tertera di Buku Panduan 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diusun oleh Tim 
Belmawa (Pembelajaran dan Kemahasiswaan), Dirjen Pendidikan Tinggi, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 
2014. 
B. Saran 
1. Kurikulum 2016 yang merupakan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu 
KKNI Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga telah disusun 
oleh tim yang terdiri dari beberapa dosen Jurusan dengan melibatkan 
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asosiasi dan pihak-pihak terkait melalui proses yang panjang. Seyogyanya 
Jurusan lebih  intensif menghimbau dosen yang masih kesulitan 
beradaptasi dengan kurikulum ini untuk terus berusaha keras dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada peningkatan 
capaian pembelajaran. 
2. Karena keterbatasan waktu dan beberapa hal, peneliti hanya memfokuskan 
penelitian pada mekanisme penyusunan kurikulum dan desain sebagai 
hasil dari penyusunan tersebut. Peneliti berharap akan ada penelitian 
selanjutnya yang melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan 
pembahasan mengenai implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi yang 
mengacu KKNI ini. 
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a. Desain Kurikulum 
1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai terbitnya keputusan presiden RI 
tentang perintah penyusunan/perumusan kurikulum mengacu KKNI 
(Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI) serta pelaksanaannya 
(Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang 
Pendidikan Tinggi)? 
2. Menurut Bapak apa yang melatarbelakangi diterbitkannya peraturan 
tentang perumusan KPT mengacu KKNI tersebut? 
3. Apa perbedaan mendasar kurikulum 2016 (yang mengacu KKNI) 
dengan kurikulum 2013?  
4. Mengapa terjadi perubahan kurikulum di Tahun Akademik yg 
berdekatan? (perubahan kurikulum BSA tahun 2003 – 2004 – 2011 – 
2013 – 2016). Bukankah rata-rata kurikulum dikembangkan setiap 4 
atau 5 tahun oleh prodi/jurusan? 
5. Apa saja profil lulusan di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab? 
6. Apa alasan penambahan 1 profil lulusan, yaitu Peneliti Bahasa Arab? 
Semula hanya 3 profil (linguis, peneliti sastra, penerjemah). 
7. Ciri khas jurusan BSA dalam bidang apa (yang paling menonjol)? 
Linguistik/sastra/terjemah? Prosentasenya bagaimana? 
8. Bagaimana struktur kurikulum 2016 mengacu KKNI Jurusan BSA?  
9. Apa contoh penerapan integrasi-interkoneksi seperti yang tertera 
dalam visi dan misi Jurusan (pemaduan studi keislaman dengan studi 
kebahasaan dan kesusastraan Arab)? 
10. Bagaimana bentuk RPS dan form penilaian yang berlaku di Jurusan 
BSA? Apakah semua dosen tertib dalam pembuatan format RPS dan 
penilaian tersebut? 
11. Strategi apa saja yg dilakukan Jurusan BSA agar Capaian 
Pembelajaran lulusan sesuai dengan kualifikasi KKNI Bidang 
Pendidikan Tinggi? 
12. Apakah Jurusan BSA sudah mendatar untuk melakukan AUN-QA? 
 
b. Proses Penyusunan: Persiapan, perumusan, finalisasi 
1. Langkah-langkah apa saja yg ditempuh dalam pengembangan 
kurikulum 2016 mengacu KKNI di Jurusan BSA? (seminar, workshop, 
sosialisasi, dll) 
2. Bagaimana urutan proses penyusunan kurikulum 2016 mengacu 
KKNI? Dimulai dari melakukan apa? 
3. Siapa saja / pihak mana saja yang dilibatkan dalam penyusunan 
kurikulum tersebut? 
4. Adakah kendala dalam proses penyusunan kurikulum 2016 mengacu 
KKNI tersebut? 
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Laporan Distribusi Mata Kuliah Kurikulum Prodi
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab Kode Kurikulum : BSA2013
Jurusan : Bahasa dan Sastra Arab Nama Kurikulum : BAHASA DAN SASTRA
ARAB 2013
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya Tahun Kurikulum : 2013
Semester 1
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 PTI00002 Al-Qur'an/Al-Hadits 3 WAJIB
2 PTI00001 Bahasa Arab 2 WAJIB
3 BSA02001 Fahm Al-Masmu' I 2 WAJIB
4 BSA02010 Kitabah I 2 WAJIB
5 NAS00001 Pancasila 2 WAJIB
6 FAY05004 Qira'ah I 2 WAJIB
7 PTI00006 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal 3 WAJIB
8 BSA02018 Sharf I 2 WAJIB
9 BSA02004 Ta'bir Syafawi I 2 WAJIB
10 PTI00004 Tauhid 2 WAJIB
Semester 2
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 PTI00005 Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB
2 PTU00001 Bahasa Inggris I 2 WAJIB
3 BSA02002 Fahm Al-Masmu' II 2 WAJIB
4 NAS00002 Kewarganegaraan 2 WAJIB
5 BSA02011 Kitabah II 2 WAJIB
6 PTU00002 Logika 2 WAJIB
7 BSA02020 Nahwu I 2 WAJIB
8 BSA02008 Qira'ah II 2 WAJIB
9 BSA02019 Sharf II 2 WAJIB
10 BSA02005 Ta'bir Syafawi II 2 WAJIB
11 PTI00003 Ushul Fiqh/Fiqh 2 WAJIB
1/4 14/02/2017
Semester 3
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 FAY05003 Bahasa Inggris II 2 WAJIB
2 BSA02023 Balaghah I 2 WAJIB
3 BSA02003 Fahm Al-Masmu' III 2 WAJIB
4 BSA02026 Ilm Al-Lughah Al-'amm 2 WAJIB
5 BSA02012 Kitabah III 2 WAJIB
6 BSA02042 Metodologi Penelitian 2 WAJIB
7 BSA02021 Nahwu II 2 WAJIB
8 FAY05002 Pengantar Ilmu Budaya 2 WAJIB
9 BSA02009 Qira'ah III 2 WAJIB
10 BSA02006 Ta'bir Syafawi III 2 WAJIB
11 BSA02013 Tarjamah Arab-Indonesia I 2 WAJIB
Semester 4
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 NAS00003 Bahasa Indonesia 2 WAJIB
2 BSA02024 Balaghah II 2 WAJIB
3 FAY05001 Filologi 2 WAJIB
4 BSA02029 Fiqh Al-Lughah 2 WAJIB
5 BSA03043 Jurnalistik 2 WAJIB
6 BSA02022 Nahwu III 2 WAJIB
7 USK01001 Pengantar Studi Islam 2 WAJIB
8 BSA04047 Sejarah Agama-Agama 2 WAJIB
9 BSA02034 Tarikh Al-Adab Al-Arabi I 4 WAJIB
10 BSA02014 Tarjamah Arab-Indonesia II 2 WAJIB
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Semester 5
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA02025 Balaghah III 2 WAJIB
2 USK01002 Filsafat Ilmu 2 WAJIB
3 BSA02032 Ilm Al-Uslub 2 WAJIB
4 BSA02033 Metode Penelitian Bahasa 2 WAJIB
5 BSA03046 Studi Dunia Arab 2 WAJIB
6 BSA02035 Tarikh Al-Adab Al-Arabi II 4 WAJIB
7 BSA02015 Tarjamah Arab-Indonesia III 2 WAJIB
8 BSA02039 Teori Dan Aplikasi Sastra I 4 WAJIB
Semester 6
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA02031 Al-Lahjat Al-'arabiyyah 2 WAJIB
2 BSA13052 Dirasah Taqabuliyyah 2 PILIHAN
3 BSA03044 Editing Tarjamah I 2 WAJIB
4 BSA02027 Ilm Ad-Dalalah (Semantik) 2 WAJIB
5 BSA02036 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I 2 WAJIB
6 BSA02030 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat 2 WAJIB
7 BSA02041 Metode Penelitian Sastra 2 WAJIB
8 BSA02038 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah 2 WAJIB
9 BSA13050 Sosiolinguistik 2 PILIHAN
10 BSA02016 Tarjamah Indonesia-Arab I 2 WAJIB
11 BSA02040 Teori Dan Aplikasi Sastra II 2 WAJIB
3/4 14/02/2017
Semester 7
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA02028 At-Tadawuliyyah (Pragmatik) 2 WAJIB
2 BSA03045 Editing Tarjamah II 2 WAJIB
3 BSA13049 I'jaz Al-Qur'an 2 PILIHAN
4 BSA02037 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II 2 WAJIB
5 BSA13051 Kaligrafi Arab 2 PILIHAN
6 USK01004 Skripsi 6 WAJIB
7 BSA13048 Stilistika Al-Qur'an 2 PILIHAN
8 BSA02017 Tarjamah Indonesia-Arab II 2 WAJIB
Semester 8
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 USK01003 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB
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Laporan Distribusi Mata Kuliah Kurikulum Prodi
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab Kode Kurikulum : S1BSA16
Jurusan : Bahasa dan Sastra Arab Nama Kurikulum : S1 BSA 2016
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya Tahun Kurikulum : 2016
Semester 1
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 NAS400001 Bahasa Indonesia 2 WAJIB
2 BSA404001 Bahasa Inggris 2 WAJIB
3 BSA404002 Fahmul Masmu' 4 WAJIB
4 BSA404003 Filologi 2 WAJIB
5 BSA404004 Literasi Pustaka Arab 2 WAJIB
6 BSA404005 Muhadatsah 2 WAJIB
7 BSA404006 Nahwu (Mansubat) 2 WAJIB
8 BSA404007 Nahwu (Marfu'at) 2 WAJIB
9 BSA404008 Sharaf 4 WAJIB
Semester 2
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA404009 Budaya Arab 4 WAJIB
2 BSA404010 Fahmul Maqru'il ilmi 2 WAJIB
3 BSA404011 Khitabah 2 WAJIB
4 BSA404012 Komposisi Bahasa Indonesia 2 WAJIB
5 BSA404013 Nahwu (Majrurat) 2 WAJIB
6 BSA404014 Nahwu (Majzumat) 2 WAJIB
7 BSA404015 Pengantar Ilmu Budaya 2 WAJIB
1/4 14/02/2017
Semester 3
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA404016 Fahmul Maqru'il islami 2 WAJIB
2 USK401005 Filsafat Ilmu 2 WAJIB
3 BSA404017 Hiwar 2 WAJIB
4 BSA404018 Ilmul Arudl wal Qawafi 2 WAJIB
5 BSA404019 Ma'ani 2 WAJIB
6 USK401006 Pengantar Studi Islam 2 WAJIB
7 USK401007 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal 2 WAJIB
8 BSA404020 Sejarah Sastra Arab (Klasik ) 4 WAJIB
9 USK401008 Tauhid 2 WAJIB
10 BSA404021 Terjemah Arab - Indonesia 4 WAJIB
Semester 4
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA404022 Bayan 2 WAJIB
2 BSA404023 Fahmul Maqru'il Adabi 2 WAJIB
3 BSA404024 Ilmul Lugah 4 WAJIB
4 BSA404025 Sejarah Sastra Arab (Modern) 4 WAJIB
5 BSA404026 Teori Sastra (Mikro) 4 WAJIB
6 BSA404027 Teori Tarjamah 2 WAJIB
7 BSA404028 Terjemah Indonesia-Arab 4 WAJIB
2/4 14/02/2017
Semester 5
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 BSA404029 Badi' 2 WAJIB
2 BSA404030 Editing Terjemah 2 WAJIB
3 BSA404031 Fiqhul lugah 4 WAJIB
4 BSA415032 Kaligrafi 2 PILIHAN
5 BSA404033 Kitabah 6 WAJIB
6 BSA404034 Metodologi Penelitian 2 WAJIB
7 BSA415035 Studi Tokoh Bahasa Arab 2 PILIHAN
8 BSA404036 Teori Sastra (Makro) 2 WAJIB
Semester 6
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 USK401002 Al-Qur'an dan Hadis 2 WAJIB
2 BSA415037 Jurnalistik 2 PILIHAN
3 NAS400003 Kewarganegaraan 2 WAJIB
4 BSA404038 Kritik Sastra 4 WAJIB
5 BSA415039 Lahjah Arabiyah 2 PILIHAN
6 BSA404040 Metodologi Penelitian Bahasa 2 WAJIB
7 BSA404041 Metodologi Penelitian Sastra 2 WAJIB
8 NAS400002 Pancasila 2 WAJIB
9 BSA415042 Stilistika 2 PILIHAN
3/4 14/02/2017
Semester 7
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 USK401001 Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB
2 USK401004 Fikih dan Usul Fikih 2 WAJIB
3 BSA404043 I'jaz al-Qur'an 2 WAJIB
4 BSA404044 Insya' Muwajjah 4 WAJIB
5 BSA415045 Semantik 2 PILIHAN
6 BSA404046 Seni Pentas Sastra Arab 2 WAJIB
7 BSA415047 Terjemah Fauriyah 2 PILIHAN
Semester 8
No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK
1 USK402001 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB
2 USK403007 Skripsi 6 WAJIB
3 BSA415048 Studi Tokoh Sastra Arab 2 PILIHAN
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 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada 
Pemerintah untuk mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia; 
  b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa 
Indonesia yang berkelanjutan;  
  c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam 
menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan 
pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan 
intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang 
berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, 
berkarakter tangguh, serta berani membela 
kebenaran untuk kepentingan bangsa;  
d.  bahwa  . . . 
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  d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan 
pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh 
pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan 
kepentingan masyarakat bagi kemajuan, 
kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan 
penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, 
dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek 
demografis dan geografis; 
  e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan 
tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan 
kepastian hukum;  
  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Pendidikan Tinggi; 
Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
    
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. 
 
 
 
 
BAB I  . . . 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara.  
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program 
diploma, program sarjana, program magister, 
program doktor, dan program profesi, serta program 
spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 
yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 
sistematis dengan menggunakan pendekatan 
tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah 
untuk menerangkan gejala alam dan/atau 
kemasyarakatan tertentu.  
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 
berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 
kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 
kehidupan manusia. 
5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji 
nilai intrinsik kemanusiaan.  
6.  Perguruan  . . . 
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6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat 
PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 
dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat 
PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 
dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 
9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya 
disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan 
Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 
suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan 
sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa 
dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. 
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik 
yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 
dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
15.  Mahasiswa . . . 
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15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 
Pendidikan Tinggi. 
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara 
Indonesia nonpemerintah yang mempunyai 
perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan 
Tinggi. 
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan 
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan 
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau 
pendidikan vokasi.  
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan 
standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 
ditambah dengan standar penelitian, dan standar 
pengabdian kepada masyarakat.  
19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang 
pendidikan. 
22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan pemerintahan di luar bidang 
pendidikan. 
23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 
selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga 
pemerintah pusat yang melaksanakan tugas 
pemerintahan tertentu. 
24.  Menteri  . . . 
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24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 
 
Pasal 2 
Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika.  
 
Pasal 3 
Pendidikan Tinggi berasaskan: 
a. kebenaran ilmiah;  
b. penalaran; 
c. kejujuran;  
d. keadilan; 
e. manfaat; 
f. kebajikan; 
g. tanggung jawab;  
h. kebhinnekaan; dan 
i. keterjangkauan. 
 
Pasal 4 
Pendidikan Tinggi berfungsi:  
a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;  
b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, 
responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan 
kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan 
c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 
Humaniora. 
 
 
Pasal 5  . . . 
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Pasal 5 
Pendidikan Tinggi bertujuan: 
a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya untuk kepentingan bangsa; 
b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu 
Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi 
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 
bangsa; 
c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
melalui Penelitian yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 
kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia; dan 
d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 
penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat 
dalam memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 
BAB II 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI   
 
Bagian Kesatu 
Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi 
  
Pasal 6 
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: 
a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; 
b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan 
kesatuan bangsa;                                              
c.  pengembangan . . . 
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c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan 
kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika; 
d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang 
berlangsung sepanjang hayat; 
e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas 
Mahasiswa dalam pembelajaran; 
f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan 
memperhatikan lingkungan secara selaras dan 
seimbang; 
g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan 
minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; 
h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka 
dan multimakna; 
i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang 
mampu secara ekonomi;  dan 
j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui 
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 
mutu layanan Pendidikan Tinggi. 
 
Pasal 7 
(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi. 
(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, 
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan 
koordinasi. 
(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi meliputi:  
a. kebijakan umum dalam pengembangan dan 
koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari 
sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan 
tujuan Pendidikan Tinggi; 
b.  penetapan . . . 
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b. penetapan kebijakan umum nasional dan 
penyusunan rencana pengembangan jangka 
panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan 
Tinggi yang berkelanjutan; 
c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, 
keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan 
akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; 
d. pemantapan dan peningkatan kapasitas 
pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber 
daya Perguruan Tinggi; 
e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali 
pendidikan tinggi keagamaan; 
f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan 
pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk 
mengembangkan Pendidikan Tinggi; 
g. pembentukan dewan, majelis,  komisi,  dan/atau 
konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk 
merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan 
Tinggi; dan 
h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin 
pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan 
Tinggi.   
(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi 
keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang 
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 
Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan 
wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
 
Paragraf 1 
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 
Otonomi Keilmuan 
 
Pasal 8 
(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan.  
(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau 
penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 
(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di 
Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi 
Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan 
difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.   
 
Pasal 9 
(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas 
Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk 
mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui 
pelaksanaan Tridharma.  
 
(2)  Kebebasan . . . 
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(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor 
dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa 
ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan 
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.  
(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas 
Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi dalam menemukan, 
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau 
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, 
metode keilmuan, dan budaya akademik. 
 
Paragraf 2 
Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
 
Pasal 10 
(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan 
kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu 
Pengetahuan yang disusun secara sistematis.  
(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. rumpun ilmu agama; 
b. rumpun ilmu humaniora;      
c. rumpun ilmu sosial;    
d. rumpun ilmu alam;    
e. rumpun ilmu formal; dan   
f. rumpun ilmu terapan.   
(3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau 
disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui 
Tridharma.  
Paragraf 3 . . . 
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Paragraf 3 
Sivitas Akademika  
 
Pasal 11 
(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang 
memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan 
budaya akademik. 
(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, 
norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas 
Pendidikan Tinggi. 
(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi 
sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, 
antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, 
tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. 
(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran 
ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan 
Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah. 
(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan 
mengembangkan budaya akademik dengan 
memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan 
paradigma moral.  
 
Pasal 12 
(1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki 
tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada 
Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan 
pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif 
mengembangkan potensinya.  
(2)  Dosen . . . 
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(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas 
mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian 
ilmiah serta menyebarluaskannya.  
(3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib 
menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan 
oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah 
sebagai salah satu sumber belajar dan untuk 
pengembangan budaya akademik serta pembudayaan 
kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika. 
 
Pasal 13 
(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika 
diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki 
kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri 
di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, 
ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. 
(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara aktif mengembangkan potensinya dengan 
melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran 
ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan 
pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, 
intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang 
berbudaya.  
(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan 
mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta 
bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. 
(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan 
sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan 
kemampuannya. 
(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan 
sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan 
tidak melebihi ketentuan batas waktu yang 
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.  
(6)  Mahasiswa . . . 
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(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati 
norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin 
terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya 
akademik. 
 
Pasal 14 
(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan 
kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses 
Pendidikan.  
(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. 
(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.  
 
Bagian Ketiga 
Jenis Pendidikan Tinggi 
 
Paragraf 1 
Pendidikan Akademik  
 
Pasal 15 
(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi 
program sarjana dan/atau program pascasarjana 
yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan 
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
(2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan 
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berada dalam tanggung jawab Kementerian.  
 
Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 
Pendidikan Vokasi 
 
Pasal 16 
(1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi 
program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk 
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 
program sarjana terapan. 
(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada          
ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai 
program magister terapan atau program doktor 
terapan. 
(3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan 
vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian. 
 
Paragraf 3 
Pendidikan Profesi  
 
Pasal 17                                       
(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi 
setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa 
dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 
keahlian khusus. 
(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada            
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi 
dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian 
lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 
bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.  
 
 
 
 
 
Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 
Program Pendidikan Tinggi 
 
Paragraf 1 
Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor 
 
Pasal 18 
(1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik 
yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan 
menengah atau sederajat sehingga mampu 
mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
melalui penalaran ilmiah. 
(2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau 
ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki 
dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu 
mengembangkan diri menjadi profesional. 
(3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik minimum lulusan program 
magister atau sederajat.  
(4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar 
sarjana.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 19 
(1) Program magister merupakan pendidikan akademik 
yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana 
atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan 
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.  
 
(2)  Program . . . 
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(2) Program magister sebagaimana dimaksud pada               
ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi 
intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu 
memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja 
serta mengembangkan diri menjadi profesional.  
(3) Program magister wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
yang sederajat. 
(4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar 
magister. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 20 
(1) Program doktor merupakan pendidikan akademik 
yang diperuntukkan bagi lulusan program magister 
atau sederajat sehingga mampu menemukan, 
menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi 
kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan 
penelitian ilmiah. 
(2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa 
untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian sebagai filosof 
dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan 
menghasilkan dan/atau mengembangkan teori 
melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat 
untuk memajukan peradaban manusia. 
(3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
yang sederajat. 
 
(4)  Lulusan  . . . 
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(4) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar 
doktor. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Paragraf 2 
Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan 
 
Pasal 21 
(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang 
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah 
atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan 
dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi. 
(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada             
ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang 
terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan 
bidang keahliannya. 
(3) Program diploma sebagaimana dimaksud  pada           
ayat (2) terdiri atas program: 
a. diploma satu; 
b. diploma dua; 
c. diploma tiga; dan 
d. diploma empat atau sarjana terapan. 
(4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada          
ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi 
akademik minimum lulusan program magister atau 
sederajat.  
(5) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 
menggunakan instruktur yang berkualifikasi 
akademik minimum lulusan diploma tiga atau 
sederajat yang memiliki pengalaman.  
(6)  Lulusan  . . . 
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(6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar 
ahli atau sarjana terapan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma 
diatur dalam Peraturan Menteri.  
 
Pasal 22 
(1) Program magister terapan merupakan kelanjutan 
pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan 
program sarjana terapan atau sederajat untuk 
mampu mengembangkan dan mengamalkan 
penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 
(2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi 
ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.   
(3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
yang sederajat. 
(4) Lulusan program magister terapan berhak 
menggunakan gelar magister terapan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister 
terapan diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 23 
(1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi 
lulusan program magister terapan atau sederajat 
untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau 
memberikan kontribusi bagi penerapan, 
pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian 
ilmiah. 
(2)  Program  . . . 
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(2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengembangkan dan memantapkan 
Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan 
meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai 
ahli dan menghasilkan serta mengembangkan 
penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 
penelitian yang komprehensif dan akurat dalam 
memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. 
(3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 
yang sederajat. 
(4) Lulusan program doktor terapan berhak 
menggunakan gelar doktor terapan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor 
terapan diatur dalam Peraturan Menteri.  
 
Paragraf 3 
Program Profesi dan Program Spesialis  
 
Pasal 24 
(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian 
khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program 
sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat 
dan kemampuan memperoleh kecakapan yang 
diperlukan dalam dunia kerja. 
(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang 
bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 
LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung 
jawab atas mutu layanan profesi. 
(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyiapkan profesional.  
(4)  Program  . . . 
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(4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik minimum lulusan program 
profesi dan/atau lulusan program magister atau yang 
sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat            
2 (dua) tahun. 
(5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar 
profesi. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 25 
(1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian 
lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan 
bagi lulusan program profesi yang telah 
berpengalaman sebagai profesional untuk 
mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi 
spesialis.  
(2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada            
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi 
bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 
LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung 
jawab atas mutu layanan profesi. 
(3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada                
ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam 
cabang ilmu tertentu. 
(4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang 
berkualifikasi akademik minimum lulusan program 
spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang 
sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat            
2 (dua) tahun. 
(5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar 
spesialis.  
(6)  Ketentuan  . . . 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Paragraf 4 
Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi 
 
Pasal 26 
(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik. 
(2) Gelar akademik terdiri atas:  
a. sarjana; 
b. magister; dan    
c. doktor.   
(3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi. 
(4) Gelar vokasi terdiri atas: 
a. ahli pratama;  
b. ahli muda;  
c. ahli madya;  
d. sarjana terapan; 
e. magister terapan; dan 
f. doktor terapan. 
(5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan profesi.  
(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau 
organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap 
mutu layanan profesi. 
(7) Gelar profesi terdiri atas:  
a. profesi; dan  
b. spesialis.  
(8)  Ketentuan  . . . 
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, 
gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 27 
(1) Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang 
memiliki program doktor berhak memberikan gelar 
doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak 
memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-
jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang 
kemanusiaan.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor 
kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 28 
(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya 
digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang 
dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar 
vokasi, atau gelar profesi. 
(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya 
dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan 
yang diterima dari Perguruan Tinggi. 
(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah 
dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang 
tidak terakreditasi; dan/atau 
b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan 
gelar akademik dan gelar vokasi.  
(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh 
Menteri apabila dikeluarkan oleh: 
a.  Perguruan  . . . 
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a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang 
tidak terakreditasi; dan/atau 
b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang 
tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.  
(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi 
dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan 
Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk 
memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar 
profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau 
plagiat. 
(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 
memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar 
profesi.  
(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan 
gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. 
 
Bagian Kelima 
Kerangka Kualifikasi Nasional 
 
Pasal 29 
(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan 
penjenjangan capaian pembelajaran yang 
menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, 
nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam 
rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan diberbagai sektor. 
(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan 
kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan 
vokasi, dan pendidikan profesi. 
(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 
Bagian Keenam . . .  
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Bagian Keenam 
Pendidikan Tinggi Keagamaan 
 
Pasal 30 
(1) Pemerintah atau Masyarakat dapat 
menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.  
(2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah 
tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma’had aly, 
pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi 
keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Bagian Ketujuh 
Pendidikan Jarak Jauh 
 
Pasal 31 
(1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar 
mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui 
penggunaan berbagai media komunikasi. 
(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan: 
a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada 
kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti 
Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan 
b. memperluas akses serta mempermudah layanan 
Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan 
pembelajaran.  
(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam 
berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung 
oleh sarana dan layanan belajar serta sistem 
penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(4)  Ketentuan . . .  
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Bagian Kedelapan 
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 
 
Pasal 32 
(1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui 
pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki 
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 
pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa.  
(2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan 
melalui pendidikan layanan khusus dan/atau 
pembelajaran layanan khusus.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang 
melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan 
khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
Bagian Kesembilan 
Proses Pendidikan dan Pembelajaran 
 
Paragraf 1 
Program Studi  
 
Pasal 33 
(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program 
Studi.  
(2)  Program . . .  
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(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.  
(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri 
setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.  
(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit 
pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.  
(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin 
penyelenggaraan. 
(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat 
jangka waktu akreditasinya berakhir.  
(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut 
izinnya oleh Menteri.  
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode 
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 34 
(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama 
Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di 
luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di 
provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan 
Tinggi setempat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi 
dan/atau di luar kampus utama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Paragraf  2  . . .  
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Paragraf 2 
Kurikulum 
 
Pasal 35 
(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.  
(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan 
Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang 
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, 
akhlak mulia, dan keterampilan. 
(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: 
a. agama;  
b. Pancasila;  
c. kewarganegaraan; dan  
d. bahasa Indonesia. 
(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan 
kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan untuk program sarjana dan program 
diploma. 
 
Pasal 36 
Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu 
layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 
Paragraf  3  . . .  
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Paragraf 3 
Bahasa Pengantar 
 
Pasal 37  
(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib 
menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi. 
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa 
pengantar dalam program studi bahasa dan sastra 
daerah. 
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa 
pengantar di Perguruan Tinggi. 
 
Paragraf 4 
Perpindahan dan Penyetaraan 
 
Pasal 38  
(1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar: 
a. Program Studi pada program Pendidikan yang 
sama;  
b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau 
c. Perguruan Tinggi. 
(2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri.  
 
Pasal 39  
(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan 
profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada 
pendidikan akademik melalui penyetaraan.  
(2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan 
pendidikannya pada pendidikan vokasi atau 
pendidikan profesi melalui penyetaraan. 
(3)  Ketentuan . . .  
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan 
pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
penyetaraan lulusan pendidikan akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
  
Pasal 40 
(1) Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat 
mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah 
melalui penyetaraan. 
(2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan 
Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada              
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.  
 
Paragraf 5 
Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana 
 
Pasal 41  
(1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi 
wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh 
Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang 
dikembangkan. 
(2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat digunakan secara bersama oleh beberapa 
Perguruan Tinggi. 
(3) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana 
untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai 
dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan 
Mahasiswa. 
 
 
 
Paragraf  6 . . .  
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Paragraf 6 
Ijazah 
 
Pasal 42  
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik 
dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap 
prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program 
studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi.  
(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat 
Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh 
lulusan Pendidikan Tinggi.  
(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya 
ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang 
terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, 
ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut 
oleh Perguruan Tinggi. 
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 
memberikan ijazah. 
 
Paragraf 7 
Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi 
 
Pasal 43 
(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk 
melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan 
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, 
Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi 
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, 
dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2)  Sertifikat . . .  
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(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 
organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap 
mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 
memberikan sertifikat profesi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 44  
(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan 
kompetensi atas prestasi lulusan yang  sesuai dengan 
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki 
prestasi di luar program studinya. 
(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja 
sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, 
atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada 
lulusan yang lulus uji kompetensi.  
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk 
memperoleh pekerjaan tertentu. 
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 
Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 
memberikan sertifikat kompetensi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi 
diatur dalam Peraturan Menteri.  
 
Bagian Kesepuluh. . .  
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Bagian Kesepuluh 
Penelitian 
 
Pasal 45 
(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 
mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
daya saing bangsa. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan 
otonomi keilmuan dan budaya akademik. 
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan 
kompetisi. 
 
Pasal 46 
(1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:   
a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 
pembelajaran; 
b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan 
peradaban bangsa;  
c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya 
saing bangsa; 
d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan 
nasional; dan 
e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi 
Masyarakat berbasis pengetahuan. 
(2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan 
oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang 
bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau 
membahayakan kepentingan umum. 
(3)  Hasil . . .  
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(3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan 
dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang 
dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, 
dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber 
belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh 
Pemerintah.   
 
Bagian Kesebelas 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
Pasal 47 
(1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan 
Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan 
membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  
(2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai 
bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, 
keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas 
Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 
(3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan 
sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau 
untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas 
Akademika.  
(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil 
Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan 
dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang 
dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, 
dan/atau teknologi tepat guna. 
 
Bagian Keduabelas . . .  
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Bagian Keduabelas 
Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
 
Pasal 48 
(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja 
sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan 
Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan 
Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat. 
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 
mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat 
Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi.  
(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas 
Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK. 
(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan 
antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi 
dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang 
Penelitian. 
 
Bagian Ketigabelas 
Pelaksanaan Tridharma  
 
Pasal 49 
(1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi 
pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan 
karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program 
Pendidikan Tinggi. 
(2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan 
kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
Bagian Keempatbelas . . .  
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Bagian Keempatbelas 
Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi 
 
Pasal 50 
(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi 
merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian 
dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik 
untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa 
kehilangan nilai-nilai keindonesiaan. 
(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada 
prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan 
mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 
nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi 
kehidupan manusia. 
(3) Kerja sama internasional mencakup bidang 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat. 
(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan 
Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, 
melalui:  
a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di 
Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara 
lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan 
yang bermutu; 
b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya 
lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar 
negeri; dan 
c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri. 
(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama 
internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri. 
 
 
BAB III . . .  
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BAB III 
PENJAMINAN MUTU  
 
Bagian Kesatu 
Sistem Penjaminan Mutu 
 
Pasal 51 
(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan 
Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang 
mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 
menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. 
(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan 
mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan 
Pendidikan bermutu.  
 
Pasal 52 
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan 
kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 
Pendidikan Tinggi secara berencana dan 
berkelanjutan.  
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada              
ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar 
Pendidikan Tinggi. 
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu 
Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi. 
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan 
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
 
Pasal 53 . . .  
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Pasal 53  
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:  
a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan 
oleh Perguruan Tinggi; dan 
b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan 
melalui akreditasi. 
 
Bagian Kedua 
Standar Pendidikan Tinggi 
 
Pasal 54 
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:  
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 
ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan 
yang bertugas menyusun dan mengembangkan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan  
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 
setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan 
standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 
ditambah dengan standar penelitian, dan standar 
pengabdian kepada masyarakat.  
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan 
dengan memperhatikan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan 
untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.  
(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar 
dalam bidang akademik dan nonakademik yang 
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(5) Dalam . . .  
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(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur 
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar 
Pendidikan Tinggi secara berkala. 
(7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian 
Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat. 
(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Ketiga 
Akreditasi  
 
Pasal 55 
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menentukan kelayakan Program 
Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem 
akreditasi. 
(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk 
akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga 
akreditasi mandiri.  
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan 
Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan 
Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas 
rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi. 
(7)  Lembaga . . .  
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(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu 
dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan 
kewilayahan.  
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi 
mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Keempat 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
 
Pasal 56 
(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan 
kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara 
nasional.  
(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber 
informasi bagi: 
a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, 
perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan 
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program 
Studi dan Perguruan Tinggi; dan 
c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program 
Studi dan Perguruan Tinggi. 
(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan 
dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga 
yang ditunjuk oleh Kementerian. 
(4)  Penyelenggara . . .  
  
- 41 - 
   
 
(4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan 
data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi  
serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. 
 
Bagian Kelima 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
 
Pasal 57 
(1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan 
satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi 
membantu peningkatan mutu penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi. 
(2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri. 
(3) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kebutuhan.  
(4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
BAB IV 
PERGURUAN TINGGI 
 
Bagian Kesatu 
Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi 
 
Pasal 58 
(1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran 
sebagai: 
a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; 
b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; 
c.  pusat . . .  
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c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi; 
d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk 
mencari dan menemukan kebenaran; dan  
e. pusat pengembangan peradaban bangsa. 
(2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta 
Perguruan Tinggi. 
 
Bagian Kedua 
Bentuk Perguruan Tinggi  
 
Pasal 59 
(1) Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: 
a. universitas; 
b. institut; 
c. sekolah tinggi; 
d. politeknik; 
e. akademi; dan 
f. akademi komunitas. 
(2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan 
jika memenuhi syarat, universitas dapat 
menyelenggarakan pendidikan profesi. 
(3) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah 
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat 
menyelenggarakan pendidikan profesi. 
(4)  Sekolah . . .  
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(4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu 
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi 
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 
(5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan 
jika memenuhi syarat, politeknik dapat 
menyelenggarakan pendidikan profesi. 
(6) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu 
atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi tertentu. 
(7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi 
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat 
diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau 
beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal 
atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. 
 
Bagian Ketiga 
Pendirian Perguruan Tinggi 
 
Pasal 60 
(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.  
(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk 
badan penyelenggara berbadan hukum yang 
berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 
(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan 
bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Perguruan . . .  
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(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi 
standar minimum akreditasi. 
(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. 
(6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh 
menteri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan 
PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin 
PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keempat 
Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi 
  
Pasal 61 
(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja 
Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan 
kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber 
daya.  
(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:  
a. penyusun kebijakan; 
b. pelaksana akademik; 
c. pengawas dan penjaminan mutu; 
d. penunjang akademik  atau sumber belajar; dan 
e. pelaksana administrasi atau tata usaha. 
(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur 
dalam Statuta Perguruan Tinggi.  
 
 
 
Bagian Kelima  . . .  
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Bagian Kelima 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 
 
Pasal 62 
(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 
sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 
Tridharma. 
(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan 
Tinggi. 
(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi 
untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh 
Perguruan Tinggi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan 
tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk 
melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 63 
Otonomi pengelolaan Perguruan  Tinggi dilaksanakan 
berdasarkan prinsip:  
a. akuntabilitas;  
b. transparansi;  
c. nirlaba; 
d. penjaminan mutu; dan 
e.  efektivitas dan efisiensi. 
 
Pasal 64 
(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik 
dan bidang nonakademik. 
(2)  Otonomi . . .  
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(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penetapan norma dan kebijakan operasional serta 
pelaksanaan Tridharma. 
(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penetapan norma dan kebijakan operasional serta 
pelaksanaan: 
a. organisasi;  
b. keuangan; 
c.  kemahasiswaan; 
d. ketenagaan; dan 
f.  sarana prasarana. 
 
Pasal 65 
(1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat 
diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja 
oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau 
dengan membentuk PTN badan hukum untuk 
menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.  
(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan 
pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) memiliki: 
a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang 
dipisahkan kecuali tanah;  
b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara 
mandiri; 
c. unit  . . .  
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c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan 
transparansi; 
d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, 
dan akuntabel; 
e. wewenang mengangkat dan memberhentikan 
sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; 
f. wewenang mendirikan badan usaha dan 
mengembangkan dana abadi; dan 
g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, 
dan menutup Program Studi.  
(4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN 
badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi 
Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat. 
(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 66 
(1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 
(2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
(3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan 
badan penyelenggara. 
 
Pasal 67 
Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan 
penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 68 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan 
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 
65 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Bagian Keenam . . .  
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Bagian Keenam 
Ketenagaan 
 
Paragraf 1 
Pengangkatan dan Penempatan 
 
Pasal 69 
(1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas: 
a. Dosen; dan  
b. tenaga kependidikan.  
(2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di 
Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan 
penyelenggara. 
(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau 
prestasi  luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
 
Pasal 70 
(1) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga 
kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga 
kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan 
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan 
kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4)  Menteri . . .  
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(4) Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. 
(5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian 
insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 71 
(1) Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas 
persetujuan Pemerintah. 
(2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada 
Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan 
akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan 
kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen 
tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Menteri.  
 
Paragraf 2 
Jenjang Jabatan Akademik 
      
Pasal 72 
(1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas 
asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.   
(2)  Jenjang . . .  
  
- 50 - 
   
 
(2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur 
dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan 
Tinggi. 
(3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 
(sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki 
publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau 
yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan 
dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik 
profesor. 
(4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan 
akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) 
tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan 
profesi serta tunjangan kehormatan. 
(5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan 
kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan 
akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi. 
(6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian 
tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan 
pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar 
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Ketujuh 
Kemahasiswaan 
 
Paragraf 1 
Penerimaan Mahasiswa Baru 
 
Pasal 73 
(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap 
Program Studi dapat dilakukan melalui pola 
penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk 
lain.  
(2)  Pemerintah . . .  
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(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang 
akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru 
secara nasional. 
(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada             
ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik 
wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.  
(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara 
jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program 
Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen 
dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber 
daya pendidikan lainnya. 
(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi 
merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan 
dengan tujuan komersial. 
(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap 
Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau 
dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru 
PTN secara nasional. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan 
Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 74 
(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa  
yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang 
mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari 
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk 
diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar 
pada semua Program Studi.  
(2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, 
dan/atau Masyarakat. 
Pasal 75 . . .  
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Pasal 75 
(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi 
Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.  
(2) Penerimaan Mahasiswa warga negara asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan: 
a. kualifikasi akademik; 
b. Program Studi; 
c. jumlah Mahasiswa; dan 
d. lokasi Perguruan Tinggi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 
penerimaan Mahasiswa warga negara asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
Paragraf 2 
Pemenuhan Hak Mahasiswa 
 
Pasal 76 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan 
Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang 
kurang mampu secara ekonomi untuk dapat 
menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan 
akademik.  
(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: 
a. beasiswa  kepada Mahasiswa berprestasi;  
b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; 
dan/atau 
c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi 
setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.  
 
(3)  Perguruan . . .  
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(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan 
Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung 
oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai 
dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua 
Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak 
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Paragraf 3 
Organisasi Kemahasiswaan 
 
Pasal 77 
(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi 
kemahasiswaan. 
(2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki 
fungsi untuk: 
a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam 
mengembangkan bakat, minat, dan potensi 
Mahasiswa;  
b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, 
keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa 
kebangsaan;  
c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan 
Mahasiswa; dan 
d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui 
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 
(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan 
Tinggi. 
(4) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana 
serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi 
kemahasiswaan. 
(5)  Ketentuan . . .  
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(5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan 
diatur dalam statuta perguruan tinggi. 
 
Bagian Kedelapan 
Akuntabilitas Perguruan Tinggi  
 
Pasal 78 
(1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk 
pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada 
Masyarakat yang terdiri atas: 
a. akuntabilitas akademik; dan 
b. akuntabilitas nonakademik.  
(2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan 
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem 
pelaporan tahunan. 
(4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi 
dipublikasikan kepada Masyarakat. 
(5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Kesembilan 
Pengembangan Perguruan Tinggi 
 
Paragraf 1 
Umum 
 
Pasal 79 
(1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan 
Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia 
usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah, 
dan/atau pihak lain. 
(2)  Pemerintah . . .  
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(2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan 
informasi Pendidikan Tinggi. 
(3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan 
berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan 
Tinggi.  
(4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran 
terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas 
Akademika. 
(5) Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan 
Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
 
Paragraf 2 
Pola Pengembangan Perguruan Tinggi 
 
Pasal 80 
(1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat 
unggulan pada  Perguruan Tinggi. 
(2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) 
PTN berbentuk universitas, institut, dan/atau 
politeknik di setiap provinsi. 
(3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan 
potensi unggulan daerah untuk mendukung 
kebutuhan pembangunan nasional. 
 
Pasal 81 
(1) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah 
mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 
(satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai 
dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota 
dan/atau di daerah perbatasan. 
(2)  Akademi . . .  
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(2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah 
untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
Pasal 82 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan 
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
BAB V 
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 
 
Bagian Kesatu 
Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan 
Tinggi 
 
Pasal 83 
(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi 
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan 
dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
Pasal 84 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan 
Pendidikan Tinggi. 
(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam 
bentuk:  
a.  hibah . . .  
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a. hibah;  
b. wakaf;  
c. zakat;  
d. persembahan kasih; 
e. kolekte; 
f. dana punia; 
g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;   
h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau 
i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 85 
(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam 
pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama 
pelaksanaan Tridharma. 
(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber 
dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh 
Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, 
orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang 
membiayainya. 
 
Pasal 86 
(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia 
industri dengan aktif memberikan bantuan dana 
kepada Perguruan Tinggi. 
(2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha 
dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang 
memberikan bantuan atau sumbangan 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
Pasal 87 . . .  
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Pasal 87 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan 
hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan 
Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan 
Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Bagian Kedua 
Pembiayaan dan Pengalokasian 
 
Pasal 88 
(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya 
operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan 
mempertimbangkan:  
a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
b. jenis Program Studi; dan 
c. indeks kemahalan wilayah. 
(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN. 
(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh 
PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh 
Mahasiswa.  
(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan 
kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua 
Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan 
biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
Pasal 89 . . .  
  
- 59 - 
   
 
Pasal 89 
(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan 
untuk: 
a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga 
kependidikan, serta investasi dan pengembangan; 
b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, 
tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan 
pengembangan; dan  
c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk 
mengikuti Pendidikan Tinggi. 
(2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan 
dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme 
pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
(4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah 
daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di 
daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan 
daerah. 
(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan 
operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.  
(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. 
(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikelola oleh Kementerian. 
BAB VI . . .  
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BAB VI 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH 
LEMBAGA NEGARA LAIN  
 
Pasal 90 
(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau 
diakui di negaranya.  
(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program 
Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi 
lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).  
(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib:  
a. memperoleh izin Pemerintah; 
b. berprinsip nirlaba; 
c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia 
atas izin Pemerintah; dan 
d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan 
warga negara Indonesia. 
(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung 
kepentingan nasional.  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi 
lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
BAB VII . . .  
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BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
Pasal 91 
(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan 
Pendidikan Tinggi. 
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara:  
a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi 
profesi, dunia usaha, dan dunia industri;  
b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan 
Pendidikan kepada Mahasiswa; 
c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi 
melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya 
masyarakat;  
d. menyelenggarakan PTS bermutu;  
e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat 
Mahasiswa;  
f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada 
Mahasiswa; 
g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung 
jawab sosial perusahaan; 
h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat; 
i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan 
Tridharma; dan/atau 
j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
BAB VIII . . .  
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BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 
 
Pasal 92 
(1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 
ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 
ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 
ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 
33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 
41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 
73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76           
ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) 
dikenai sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan 
dari Pemerintah; 
c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan 
Pendidikan; 
d. penghentian pembinaan; dan/atau  
e. pencabutan izin. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 93 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan 
Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), 
Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44  ayat (4), 
Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
BAB X . . .  
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BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
 
Pasal 94 
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain 
dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 95 
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, 
akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi. 
 
Pasal 96 
Lembaga layanan Pendidikan Tinggi harus sudah 
dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 97 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin 
penyelenggaraan Program Studi yang sudah 
diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.  
b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan 
dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat  
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
c. pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik 
Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik 
Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi 
yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum 
ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus 
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini 
paling lambat 2 (dua) tahun. 
d. pengelolaan . . .  
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d. pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan 
Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini. 
 
BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 98 
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini 
harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.  
(2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme 
pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan paling 
lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 
 
Pasal 99 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan 
Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 
 
Pasal 100 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
Agar . . .  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Agustus 2012 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
        ttd.  
      
                                                    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Agustus 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
               REPUBLIK INDONESIA, 
 
       ttd. 
 
                  AMIR  SYAMSUDIN 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 158 
 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 
Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
ttd. 
Wisnu Setiawan 
 
  
- 66 - 
   
 
PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 
  
 
I.    UMUM 
  
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. 
  
Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar 
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu 
pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia.    
 
 
 
 
 
  
Melalui . . .  
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Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas 
kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang 
sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih 
memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi 
dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk 
pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.  
  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat 
dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka 
menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis 
Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu 
menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia.  
 
Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari 
persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa 
lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing 
bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, 
diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma 
pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau 
profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan 
berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi 
kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan 
dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan 
Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam 
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi 
kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia. 
 
  
Perguruan . . .  
  
- 68 - 
   
 
Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan 
Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki 
otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar 
dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan 
Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta 
otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat 
mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang 
berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu 
melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia 
dalam pergaulan internasional.   
 
Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
Pasal 2  
 Cukup jelas. 
Pasal 3 
 Huruf a 
Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah 
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 
kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas penalaran” adalah 
pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 
mengutamakan kegiatan berpikir. 
Huruf  c  . . .  
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 Huruf c  
Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah 
pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik 
Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan 
data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi sebagaimana adanya. 
  Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah 
Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama 
kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang 
suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang 
sosial dan ekonomi. 
 Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan 
Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia.  
 Huruf f 
Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah 
Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, 
keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas 
Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara.  
  Huruf g 
Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah 
Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta 
mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan 
menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan 
bangsa serta peraturan perundang-undangan. 
 Huruf h 
Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah  
Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai 
cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan  
memperhatikan dan menghormati kemajemukan 
Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Huruf  i  . . .  
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 Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah 
bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya 
Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai 
dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak 
yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang 
memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh 
Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.  
Pasal 4 
Cukup jelas. 
Pasal 5 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi 
dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu 
meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang 
maju. 
Pasal 6 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf  e  . . .  
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Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat 
fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan 
waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan 
jenis Pendidikan (multi entry multi exit system).  
Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah Pendidikan 
yang diselenggarakan dengan berorientasi pada 
pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan 
kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan 
akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah 
sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang 
dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari 
pengaruh politik praktis. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 9  . . .  
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Pasal 9 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan 
wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan 
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen 
yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. 
Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada 
Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang 
membimbing calon doktor. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu 
Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang 
ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci 
agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, 
ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat 
dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu 
pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan 
agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu 
pendidikan agama Budha, ilmu penerangan 
agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu 
pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan 
agama Katholik, teologi, misiologi, konseling 
pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu 
Cu.  
Huruf  b  . . .  
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Huruf b 
Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun 
Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 
nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, 
antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, 
ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni 
rupa. 
Huruf c 
Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu 
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 
hubungan antar manusia dan berbagai fenomena 
Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, 
antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, 
ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi. 
Huruf d 
Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu 
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam 
semesta selain manusia, antara lain ilmu 
angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan 
ilmu fisika. 
Huruf e 
Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu 
Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 
sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, 
logika, matematika, statistika, dan sistema.  
Huruf f 
Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan 
mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia 
antara lain pertanian, arsitektur dan 
perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, 
kehutanan dan lingkungan, keluarga dan 
konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, 
media massa dan komunikasi, hukum, 
perpustakaan dan permuseuman, militer, 
administrasi publik, pekerja sosial, dan 
transportasi. 
Ayat (3)  . . .  
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Ayat (1)   
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, 
tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama berkoordinasi dengan Menteri. 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah 
pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi 
profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja 
tinggi.  
Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan 
Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang 
bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar 
memenuhi syarat kompetensi profesinya.  
Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup 
pendidikan profesinya. 
 
Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan 
standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, 
penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan 
uji kompetensi. 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan 
perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, 
norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
Pasal 20  . . .  
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Pasal 20 
Ayat (1) 
Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan 
luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program 
magister tanpa harus lulus program magister terlebih 
dahulu. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi 
dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia. 
Ayat (5)  
Cukup jelas. 
Ayat (6)  
Cukup jelas. 
Ayat (7)  . . .  
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Ayat (7)  
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
Pasal 23 
Ayat (1)  
Mahasiswa program magister terapan yang memiliki 
kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program 
doktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun 
mengikuti program magister tanpa harus lulus program 
magister terlebih dahulu. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Program profesi merupakan tanggung jawab dan 
kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 
mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi 
hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 
organisasi profesi.  
Program  . . .  
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Program profesi dapat menggunakan nama lain yang 
sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, 
apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan 
sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 
mutu layanan profesi. 
 Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 Ayat (4)  
Cukup jelas. 
 Ayat (5)  
Cukup jelas. 
 Ayat (6)  
Cukup jelas. 
Pasal 25 
 Ayat (1)  
Cukup jelas. 
 Ayat (2)  
Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang 
sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program 
dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur 
profesional pratama, madya, dan utama, sesuai 
ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 
mutu layanan profesi. 
 Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 Ayat (4)  
Cukup jelas. 
Ayat (5)  
Cukup jelas. 
 
Ayat (6)  . . .  
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Ayat (6)  
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.   
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang 
disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi 
akuntan disingkat Akt.  
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Pasal 31  . . .  
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Pasal 31 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama 
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan 
ilmu agama dilakukan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama. 
Ayat (8) 
Cukup jelas.  
Pasal 34 
Cukup jelas. 
   
Pasal 35  . . .  
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Pasal 35 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” 
adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 
mulia. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” 
adalah Pendidikan untuk memberikan 
pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa 
mengenai ideologi bangsa Indonesia.  
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “mata kuliah 
kewarganegaraan” adalah pendidikan yang 
mencakup Pancasila,  Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 
Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa 
menjadi warga negara yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah 
serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai 
tujuan Program Studi.  
Yang  . . .  
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Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara 
terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian 
kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua 
satuan kredit semester. 
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai 
penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu 
atau dua satuan kredit semester. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37 
Cukup jelas. 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
Pasal 39 
Cukup jelas. 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
Pasal 41 
Ayat (1) 
Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam 
semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 
rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, 
museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3)  . . .  
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
Pasal 43 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain 
sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi 
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
meneyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik 
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai guru dan dosen.  
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 44 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya” 
adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh 
Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong 
rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian 
praktis lainnya. 
Yang dimaksud dengan “prestasi di luar program 
studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan 
langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa 
kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik  
mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan 
sebagainya. 
Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas 
Pasal 45 
Ayat (1) 
Cukup jelas.  
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakan 
berdasarkan jalur kompetensi” adalah Penelitian yang 
diberikan kepada Dosen yang memiliki kualifikasi 
akademik lulusan program doktor tanpa melalui 
kompetisi. 
Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur 
kompetisi” adalah Penelitian yang diberikan kepada 
Dosen dengan cara berkompetisi.  
Pasal 46 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah 
Penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah. 
 
Yang  . . .  
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Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat 
rahasia, menganggu, dan/atau membahayakan 
kepentingan umum”  adalah Penelitian yang sifat dan 
hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan 
negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, 
dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. 
 
Dipublikasikan artinya bahwa hasil Penelitian dimuat 
dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku 
yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau 
penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book 
Number (ISBN). 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
Pasal 49 
Cukup jelas.  
Pasal 50 
Cukup Jelas. 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
Pasal 54  . . .  
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Pasal 54 
Cukup jelas. 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
Pasal 57 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” 
adalah kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik 
atau profil Perguruan Tinggi di wilayah tertentu. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
 Pasal 60 
Ayat (1)            
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan 
keagamaan mendapatkan izin menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama. 
Yang  . . .  
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Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip 
kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, 
sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus 
ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk 
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 
Pendidikan.  
Ayat (3)            
Cukup jelas.  
Ayat (4)            
Cukup jelas. 
Ayat (5)            
Cukup jelas. 
Ayat (6)            
Cukup jelas. 
Ayat (7)            
Cukup jelas. 
Pasal 61 
Cukup jelas. 
Pasal 62 
Cukup jelas. 
Pasal 63 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah 
kemampuan dan komitmen untuk 
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang 
dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku 
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat 
diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, 
kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. 
Huruf  b   . . .  
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah 
keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang 
relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku 
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip 
kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, 
sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus 
ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk 
meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 
pendidikan.  
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu” 
adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan 
Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui 
standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah 
kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya 
dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat 
sasaran dan tidak terjadi pemborosan.  
Pasal 64 
Cukup jelas. 
Pasal 65 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3)  . . .  
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Ayat (3) 
Huruf a 
PTN Badan Hukum dapat memanfaatkan 
kekayaan berupa tanah dan hasil 
pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN Badan 
Hukum. 
 
Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat 
dipindahtangankan atau dijaminkan kepada 
pihak lain.  
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya 
milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada 
perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi 
Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung 
jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi 
atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan 
oleh PTN badan hukum. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 66  . . .  
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Pasal 66 
Cukup jelas. 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
Pasal 68 
Cukup jelas. 
Pasal 69 
Ayat (1) 
Huruf a 
Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak 
tetap. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” 
adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, 
pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan 
teknisi, serta pranata teknik informasi.  
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian 
dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk 
memenuhi Dosen pada semua program Pendidikan Tinggi 
terutama pada program diploma satu dan program 
diploma dua. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud adalah undang-undang yang mengatur 
mengenai guru dan dosen. 
 
Pasal 70  . . .  
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Pasal 70 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang 
gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, 
penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta 
maslahat tambahan sesuai dengan undang-undang yang 
mengatur mengenai guru dan dosen. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas.  
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Pasal 71 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah Dosen yang 
tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri 
sipil/bukan aparatur sipil negara). 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 72 
Cukup jelas. 
Pasal 73  . . .  
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Pasal 73 
Ayat (1) 
Pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk 
lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan 
program diploma. 
Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah pola 
penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara 
mandiri oleh Perguruan Tinggi.  
Ayat (2) 
Cukup jelas.  
Ayat (3) 
Cukup jelas.  
Ayat (4) 
Cukup jelas.  
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 Pasal 74 
Cukup jelas. 
Pasal 75 
Cukup jelas. 
Pasal 76 
Ayat (1)   
Cukup jelas. 
 
 
Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah 
dukungan biaya Pendidikan yang diberikan 
kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau 
menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan 
pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi 
akademik. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “bantuan biaya 
pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan 
yang diberikan kepada Mahasiswa untuk 
mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan 
Tinggi berdasarkan pertimbangan utama 
keterbatasan kemampuan ekonomi. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa 
bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh 
Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti 
dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi 
dengan kewajiban membayar kembali setelah 
lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 77 
Cukup jelas. 
Pasal 78 
Cukup jelas. 
 
Pasal 79  . . .  
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Pasal 79 
Cukup jelas. 
Pasal 80 
Cukup jelas. 
Pasal 81 
Cukup jelas. 
Pasal 82 
Cukup jelas. 
Pasal 83 
Cukup jelas. 
Pasal 84 
Cukup jelas. 
Pasal 85 
Cukup jelas. 
Pasal 86 
Cukup jelas.   
Pasal 87 
Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, 
hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, 
dan museum. 
Pasal 88 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional” 
adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar 
investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain 
biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber 
belajar. 
  
Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 89 
Ayat (1) 
Huruf a 
Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh 
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Huruf b 
Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh 
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah 
dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan 
program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Selain bantuan pendanaan, PTS dapat 
memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat 
oleh Pemerintah. 
 
 
Huruf c  . . .  
  
- 96 - 
   
 
Huruf c 
Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan 
Tinggi bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam 
bentuk beasiswa, bantuan atau membebaskan 
biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa 
bunga. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.   
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” 
adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya 
operasional layanan Tridharma. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Pasal 90 
Cukup jelas. 
Pasal 91 
Cukup jelas. 
Pasal 92 
Cukup jelas. 
Pasal 93 
Cukup jelas. 
Pasal 94  . . .  
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Pasal 94 
Cukup jelas. 
Pasal 95 
Cukup jelas. 
Pasal 96 
Cukup jelas. 
Pasal 97 
Cukup jelas. 
Pasal 98 
Cukup jelas. 
Pasal 99 
Cukup jelas. 
Pasal 100 
Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SALINAN 
 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 73 TAHUN 2013 
 
TENTANG 
 
 PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENDIDIKAN TINGGI 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Bidang Pendidikan Tinggi; 
 
Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 
 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
 
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 
 
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL 
INDONESIA BIDANG PENDIDIKAN TINGGI. 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan. 
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
 
Pasal 2 
 
(1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi 
merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur 
pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja 
ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. 
(2) Penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai 
pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan 
nonformal atau pendidikan informal untuk: 
a. menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi 
dan/atau;  
b. mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu 
dari perguruan tinggi.  
(3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kursus atau pelatihan yang dilakukan secara terstuktur oleh lembaga 
kursus atau lembaga pelatihan. 
(4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pendidikan yang dilakukan secara mandiri, oleh keluarga, atau 
lingkungan. 
 
Pasal 3 
 
(1) Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan 
pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu 
pada pendidikan tinggi. 
(2) Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan 
informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap capaian pembelajaran 
peserta didik yang telah memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket 
C Kejuruan. 
(3) Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan 
informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) 
sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 
(sembilan) sebagai jenjang paling tinggi. 
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(4) Jenjang kualifikasi 3 (tiga) sampai jenjang kualifikasi 9 (sembilan) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kesetaraan dengan 
jenjang pandidikan formal sebagai berikut: 
a. jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1; 
b. jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2; 
c. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3; 
d. jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan 
sarjana; 
e. jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; 
f. jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau 
spesialis satu; 
g. jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor 
atau spesialis dua. 
(5) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 
keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.  
(6) Capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi 
mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi. 
 
Pasal 4 
 
(1) Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari 
pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke 
dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi 
pembelajaran lampau (RPL). 
(2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk: 
a. mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh individu melalui 
pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai 
dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka pembelajaran 
sepanjang hayat;  
b. mengakui capaian pembelajaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi 
dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh 
kementerian dan/atau lembaga di luar pembinaan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai dasar 
pemberian gelar yang setara; dan 
c. mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi 
magister atau doktor sebagai dosen. 
 
Pasal 5 
 
(1) Kriteria penyelenggara yang berwenang melaksanakan RPL untuk 
memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf a: 
a. program studi telah 2 (dua) kali secara berturutan dan pada saat 
pengusulan masih terakreditasi B dari badan akreditasi nasional yang 
berwenang atau badan akreditasi internasional yang setara; 
b. lulusan terserap di dunia kerja atau berwirausaha berdasarkan studi 
pelacakan selama 3 (tiga) tahun secara berturutan; 
c. memperoleh surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri 
yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk 
bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; dan 
d. lolos uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan 
oleh tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal. 
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(2) Prosedur pengusulan izin penyelenggara RPL untuk memfasilitasi 
pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a mencakup: 
a. Perguruan tinggi mengajukan proposal penyelenggaraan RPL dengan 
melampirkan: 
1. dokumen evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi; 
2. surat keputusan ijin program studi;  
3. surat keputusan akreditasi program studi; 
4. dokumen studi pelacakan lulusan; dan  
5. surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang 
memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk 
bidang keahlian yang sesuai dengan program studi. 
b. Direktur Jenderal menugaskan tim pakar untuk melakukan uji 
kelayakan proposal. 
c. Direktur Jenderal menetapkan perguruan tinggi yang telah lolos 
assesmen/uji kelayakan sebagai penyelenggara RPL. 
(3) Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi tertentu yang memenuhi 
persyaratan untuk menyelenggarakan RPL. 
(4) Penyelenggaraan RPL dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) tahun oleh 
Direktur Jenderal. 
(5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri 
dapat mencabut penyelenggaraan RPL. 
 
 
Pasal 6 
 
 
(1) Perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib memenuhi kriteria: 
a. peserta didik yang merupakan calon pegawai di kementerian/lembaga 
yang membawahi perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan 
pelatihan tersebut dan memiliki ikatan dinas; 
b. program pendidikan telah 2 (dua) kali secara berturutan dan pada saat 
pengusulan masih terakreditasi atau tersertifikasi dari suatu lembaga 
akreditasi atau lembaga sertifikasi nasional atau internasional yang 
setara; 
c. penyelenggara dapat membuktikan bahwa capaian pembelajaran 
lulusannya sesuai kualifikasi pada jenjang KKNI bidang pendidikan tinggi 
tertentu berdasarkan uji kompetensi kerja dan evaluasi kinerja lulusan; 
d. penyelenggara mempunyai sistem informasi akademik yang dapat 
diakses oleh Direktorat Jenderal untuk keperluan evaluasi akademik; 
e. sudah memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan pendidikan 
sesuai dengan rasio dosen dan mahasiwa  sebesar 1:12 (satu banding 
dua belas) berkualifikasi magister atau setara dari program studi yang 
relevan; 
f. lolos uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan 
oleh tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal. 
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(2) Prosedur pengusulan izin penyelenggaraan RPL bagi penyelenggara 
pendidikan tinggi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Kementerian Agama sebagai dasar untuk memberikan gelar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mengajukan 
proposal penyelenggaraan RPL untuk uji kelayakan. 
b. proposal sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) huruf a wajib berisi: 
1. Evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi; 
2. Dokumen  capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar 
kompetensi lulusan pada standar nasional pendidikan tinggi; 
3. Analisis uji kesetaraan terhadap capaian pembelajaran lulusan yang 
setara dengan jenjang kualifikasi tertentu  pada KKNI bidang 
pendidikan tinggi. 
4. Lampiran yang minimal terdiri atas: 
a) dokumen data peserta didik adalah calon pegawai/pegawai di 
instansi yang membawahi perguruan tinggi tersebut dan memiliki 
ikatan dinas; 
b) dokumen yang menyatakan bahwa program pendidikan telah          
2 (dua) kali secara berturutan dan pada saat pengusulan masih 
terakreditasi atau tersertifikasi dari suatu lembaga akreditasi atau 
lembaga sertifikasi nasional atau internasional yang setara; 
c) akses kepada sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh 
Direktorat Jenderal untuk keperluan evaluasi akademik; 
d) dokumen data dosen berkualifikasi magister atau setara dari 
program studi yang relevan dengan rasio dosen dan mahasiwa  
sebesar 1:12 (satu banding dua belas). 
c. Direktur Jenderal menugaskan tim pakar untuk melakukan uji 
kelayakan proposal; 
d. Direktur Jenderal menetapkan perguruan tinggi dan/atau lembaga 
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf b yang telah lolos uji kelayakan sebagai penyelenggara perguruan 
tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat 
memberikan ijazah dan gelar tertentu. 
(3) Perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat 
memberikan ijazah dan gelar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun oleh Direktur 
Jenderal. 
(4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat 
mencabut izin perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan 
untuk memberikan gelar. 
 
 
Pasal 7 
 
 
(1) Penyetaraan capaian pembelajaran tenaga ahli sebagai dosen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c hanya dapat diusulkan oleh 
perguruan tinggi  yang: 
a. memerlukan pendidik dengan keahlian tertentu yang langka;  
b. memerlukan pendidik yang keahliannya tidak dapat dihasilkan oleh 
program studi yang telah ada;  
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c. memerlukan pendidik dengan pengalaman praktis yang sangat 
dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa; dan 
d. lolos uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan oleh 
tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal. 
(2) Prosedur pengusulan izin penyelenggaraan RPL untuk mengakui tenaga ahli 
sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c 
mencakup: 
a. perguruan tinggi mengajukan proposal penyelenggaraan RPL sesuai 
dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal untuk 
uji kelayakan; 
b. proposal sebagaimana dimaksud pada  huruf a wajib berisi: 
1. Evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi;  
2. Analisis kebutuhan dosen sesuai dengan  rencana strategis 
perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan; 
3. Rencana pengembangan dosen; 
4. Analisis uji kesetaraan terhadap calon dosen yang dilakukan oleh 
senat Akademik terkait capaian pembelajaran yang setara dengan 
jenjang kualifikasi 8 atau 9 pada KKNI bidang pendidikan tinggi 
dengan melampirkan: 
a) ijazah calon dosen pada pendidikan sebelumnya; 
b) bukti kredibilitas institisi pendidikan tinggi yang mengeluarkan 
ijazah dalam bentuk pernyataan akreditasi program studi atau  
perguruan tinggi pendidikan penyelenggara; 
c) sertifikat kompetensi kerja dari asosiasi profesi atau asosiasi 
industri yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan 
perundangan dan telah beroperasi minimal selama 5 (lima) tahun, 
untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; 
d) surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang 
memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan 
dan telah beroperasi minimal selama 5 (lima) tahun, untuk 
bidang keahlian yang sesuai dengan program studi. 
e) surat keterangan berkelakuan baik dari calon dosen; 
f)   bagi calon dosen berkeahlian langka dan belum ada asosiasi 
profesinya harus menyertakan pernyataan keahlian dari sejawat 
pada profesi yang relevan.   
c. Direktur Jenderal menugaskan tim pakar untuk melakukan uji 
kelayakan proposal; 
d. Direktur Jenderal menetapkan perguruan tinggi yang telah lolos uji 
kelayakan sebagai penyelenggara RPL bagi tenaga ahli. 
(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dievaluasi 
secara berkala setiap 3 (tiga) tahun oleh Direktur Jenderal. 
(4) Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat mencabut izin Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL 
bagi tenaga ahli. 
 
Pasal 8 
 
(1) Calon peserta didik dengan pendidikan formal, nonformal atau informal 
dari negara asing dan akan melanjutkan studi di pendidikan tinggi di 
Indonesia dapat menyetarakan capaian pembelajaran yang diperolehnya 
pada perguruan tinggi yang telah memperoleh ijin menyelenggarakan RPL. 
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(2) Calon dosen dengan pendidikan formal, nonformal atau informal dari 
negara asing dan akan menjadi dosen di perguruan tinggi di Indonesia 
dapat menjadi dosen pada perguruan tinggi  setelah perguruan tinggi 
tersebut memperoleh ijin penyelenggaraan RPL penyetaraan tenaga ahli 
sebagai dosen. 
 
Pasal 9 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 
 
Pasal 10 
 
(1) Dalam menjamin mutu KKNI bidang pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal 
mempunyai tugas dan fungsi:   
a. mengevaluasi kesesuaian perangkat KKNI bidang pendidikan tinggi 
mencakup peraturan, diskriptor, panduan, mekanisme sosialisasi, 
dokumen standar implementasi dan aspek pendukung lainya, dan 
melakukan penyesuaian, pengubahan atau pengembangan; 
b. secara berkala meninjau ulang deskriptor untuk ke 9 (sembilan) jenjang 
kualifikasi yang terdapat dalam KKNI bidang pendidikan tinggi dengan 
memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada 
bidang ketenagakerjaan di dalam maupun di luar negeri; 
c. mengkaji kesetaraan sistem kualifikasi internasional dengan KKNI 
bidang pendidikan tinggi dan menyampaikan hasil kajian kepada 
Direktur Jenderal untuk disampaikan pada pihak yang berkepentingan; 
d. melakukan proses referensi posisi kerangka kualifikasi negara lain atau 
kerangka kualifikasi regional terhadap KKNI bidang pendidikan tinggi; 
e. melakukan proses referensi kualifikasi sumber daya manusia pada 
berbagai sektor baik nasional maupun internasional terhadap kualifikasi 
yang terdapat pada KKNI bidang pendidikan tinggi; 
f. berkoordinasi dengan kementerian teknis,  Badan Akreditasi Nasional 
Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi lainnya yang diakui 
oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun internasional, 
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), atau lembaga lain yang 
menyusun standar pendidikan atau standar kompetensi kerja dan 
diakui oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun 
internasional, lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi 
profesi, asosiasi profesi, asosiasi industri, baik pada tingkat nasional 
maupun internasional serta badan atau lembaga lain di tingkat nasional 
yang terkait dengan penjaminan mutu sumber daya manusia pada level 
kualifikasi 3 sampai dengan 9.  
(2) Dalam penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi oleh pemangku 
kepentingan, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:   
a. melakukan sosialisasi KKNI bidang pendidikan tinggi dan strategi 
implementasinya kepada para pemangku kepentingan dan pengambil 
keputusan di bidang pengembangan sumberdaya manusia; 
b. mewajibkan perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan 
pendamping ijazah yang menjelaskan kualififikasi lulusan sesuai dengan 
jenjang KKNI bidang pendidikan tinggi; 
c. mendorong kementerian teknis dan pemangku kepentingan untuk 
memberi penghargaan pada lulusan perguruan tinggi berbasis pada 
kualifikasi; 
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d. menyusun dan mensosialisasikan profil pendidikan tinggi indonesia 
yang mencakup informasi program studi yang kualifikasi lulusannya 
sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI bidang pendidikan tinggi; 
e. berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, 
kementerian teknis dan lembaga negara lainnya.  
(3) Dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi, Direktorat 
Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:   
a. memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, 
mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNI bidang 
pendidikan tinggi di perguruan tinggi pendidikan tinggi; 
b. menyusun kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan 
kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI bidang pendidikan 
tinggi; 
c. mengevaluasi pelaksanaan kurikulum oleh program studi terhadap 
pencapaian jenjang kualifikasi pada KKNI bidang pendidikan tinggi; 
d. mengevaluasi deskripsi capaian pembelajaran minimal yang diusulkan 
oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan 
program studi oleh Menteri; 
e. mengevaluasi secara berkala deskripsi capaian pembelajaran minimal 
yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar 
kompetensi lulusan program studi oleh Menteri; 
f. mengevaluasi secara berkala deskripsi capaian pembelajaran program 
studi yang telah ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan 
pendidikan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk 
digunakan sebagai rujukan nasional bagi program pendidikan terkait; 
g. bersama tim pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 
b, Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, menjamin 
akuntabilitas dan kompatibilitas substansi proposal penyelengaraan RPL 
dan usulan capaian pembelajaran dari program studi; dan 
h. berkoordinasi dengan BAN-PT atau lembaga akreditasi lainnya yang 
diakui oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun 
internasional, BSNP, atau lembaga lain yang menyusun standar 
pendidikan atau standar kompetensi kerja dan diakui oleh pemerintah 
baik pada tingkat nasional maupun internasional, lembaga sertifikasi 
kompetensi, lembaga sertifikasi profesi, asosiasi profesi, asosiasi 
industri, baik pada tingkat nasional maupun internasional serta badan 
atau lembaga lain di tingkat nasional yang terkait dengan penjaminan 
mutu sumber daya manusia pada level kualifikasi 3 sampai dengan 9. 
(4) Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi 
mempunyai tugas dan fungsi:   
a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran 
minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 
jenjang. 
b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang 
pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan 
tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) huruf b. 
c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu 
internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program 
studi. 
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Pasal 11 
 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
        
 
Ditetapkan di Jakarta 
       pada tanggal 10 Juni 2013 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN     
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 TTD. 
                                                     
                                                   MOHAMMAD NUH 
 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Juni 2013 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 831 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
TTD. 
 
Muslikh, S.H. 
NIP 195809151985031001 
SALINAN 
 
 
 
 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 49 TAHUN 2014 
 
TENTANG 
 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) 
dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi; 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5007); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5500); 
-2- 
 
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet 
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P 
Tahun 2014; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL 
PENDIDIKAN TINGGI. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi 
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional 
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 
2. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang 
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem 
penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal 
tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang 
berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, 
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 
menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan di berbagai sektor. 
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6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 
program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 
Indonesia. 
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi. 
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu 
jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 
vokasi. 
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu 
cabang pengetahuan dan teknologi.   
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran 
waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per 
semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran 
atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara 
lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata 
teknik informasi. 
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendidikan. 
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Pasal 2 
(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: 
a. Standar Nasional Pendidikan; 
b. Standar Nasional Penelitian; dan  
c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 
(2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar 
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan 
tridharma perguruan tinggi. 
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Pasal 3 
(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: 
a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis 
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan 
dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; 
b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; dan 
c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan 
dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. 
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: 
a. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional; 
b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan 
izin pembukaan program studi; 
c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan  kurikulum 
pada program studi; 
d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat; 
e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan 
mutu internal; 
f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal 
melalui akreditasi. 
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, 
dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan 
global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
 
BAB II 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan 
 
Pasal 4 
(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: 
a. standar kompetensi lulusan; 
b. standar isi pembelajaran; 
c. standar proses pembelajaran; 
d. standar penilaian pembelajaran; 
e. standar dosen dan tenaga kependidikan; 
f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; 
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g. standar pengelolaan pembelajaran; dan 
h. standar pembiayaan pembelajaran. 
(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.  
 
Bagian Kedua 
Standar Kompetensi Lulusan 
 
Pasal 5 
(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 
lulusan. 
(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar 
proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar 
pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 
(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib: 
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan 
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 
 
Pasal 6 
(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku 
benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai 
dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui 
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 
(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan 
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu 
secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 
(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan 
kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, 
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, 
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 
masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib 
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan 
kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; 
dan 
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib 
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program 
studi. 
(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan 
ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka 
waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja 
lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 
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Pasal 7 
(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian 
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan 
ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi. 
(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari 
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: 
a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau 
b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi 
sejenis.  
(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang 
merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan 
diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian 
pembelajaran lulusan. 
(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program 
studi sejenis. 
(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan 
rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) 
diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 
 
Bagian Ketiga 
Standar Isi Pembelajaran 
 
Pasal 8 
(1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman 
dan keluasan materi pembelajaran.  
(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 
(3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, 
spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib 
memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 
 
Pasal 9 
(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, 
dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 
lulusan dari KKNI. 
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, 
pengetahuan, dan keterampilan operasional  lengkap;  
b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar 
pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; 
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c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 
d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai 
konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
dan keterampilan tersebut secara mendalam; 
e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu; 
f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling 
sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; 
g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit 
menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 
tertentu. 
(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. 
(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang 
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 
 
Bagian Keempat 
Standar Proses Pembelajaran 
 
Pasal 10 
(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan. 
(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. karakteristik proses pembelajaran; 
b. perencanaan proses pembelajaran;  
c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
d. beban belajar mahasiswa. 
 
Pasal 11 
(1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 
(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua 
arah antara mahasiswa dan dosen. 
(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses 
pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan 
luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun 
nasional.  
(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi 
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam 
satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 
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(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 
mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik 
yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 
(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 
disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam 
ranah keahliannya.  
(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan 
dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan 
permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 
(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan 
internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang 
optimum. 
(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa 
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama 
yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan 
kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 
pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 
kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  
 
Pasal 12 
(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam 
rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. 
(2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara 
mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.  
(3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit 
memuat; 
a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 
dosen pengampu;  
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. 
c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 
e. metode pembelajaran; 
f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 
pembelajaran; 
g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 
yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 
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h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 
i. daftar referensi yang digunakan. 
(4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan 
disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
 
Pasal 13 
(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 
(2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana 
pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  
(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib 
mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 
(4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada 
Masyarakat.  
 
Pasal 14 
(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara 
sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban 
belajar yang terukur. 
(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan 
metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah 
untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah 
dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 
(3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat 
dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi 
kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 
kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 
atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 
(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa 
metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi 
dalam suatu bentuk pembelajaran. 
(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: 
a. kuliah; 
b. responsi dan tutorial; 
c. seminar; dan 
d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; 
(6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program 
pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program 
magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, 
dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa 
penelitian.  
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(7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam 
rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta 
meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa. 
(8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program 
pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program 
spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada 
masyarakat. 
(9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah 
bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
 
Pasal 15 
(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). 
(2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar 
per minggu per semester. 
(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. 
(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 
16 (enam belas) minggu. 
 
Pasal 16 
(1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, 
mencakup:  
a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu 
per semester; 
b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per 
minggu per semester; dan 
c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 
semester. 
(2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran 
lain yang sejenis, mencakup: 
a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 
semester; dan 
b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 
semester. 
(3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik 
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam 
puluh) menit per minggu per semester. 
 
Pasal 17 
(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 
(empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) 
sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima 
puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per 
semester.  
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(2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar 
paling sedikit: 
a. 36 sks untuk program diploma satu; 
b. 72 sks untuk program diploma dua; 
c. 108 sks untuk program diploma tiga; 
d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; 
e. 36 sks untuk program profesi; 
f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; 
dan 
g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua. 
(3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 
a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; 
b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; 
c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; 
d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan 
program sarjana; 
e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah 
menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; 
f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, 
program magister terapan, dan program spesialis satu setelah 
menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan 
g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor 
terapan, dan program spesialis dua. 
(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua 
semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) 
jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. 
(5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi 
menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan 
senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan 
dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh 
program magister 1 (satu) tahun. 
 
Bagian Kelima 
Standar Penilaian Pembelajaran  
 
Pasal 18 
(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan. 
(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup: 
a. prinsip penilaian; 
b. teknik dan instrumen penilaian; 
c. mekanisme dan prosedur penilaian; 
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d. pelaksanaan penilaian; 
e. pelaporan penilaian; dan 
f. kelulusan mahasiswa. 
 
Pasal 19 
(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 
mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 
yang dilakukan secara terintegrasi. 
(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian 
yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 
a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 
b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 
(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian 
yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan  dan hasil 
belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian 
yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan 
mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang 
dinilai. 
(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang 
jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 
(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 
pemangku kepentingan. 
 
Pasal 20 
(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b 
terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 
angket. 
(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf 
b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian 
hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.  
(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 
(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan 
keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari 
berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2). 
(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 
instrumen penilaian yang digunakan. 
 
Pasal 21 
(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf 
c, terdiri atas: 
a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 
sesuai dengan rencana pembelajaran; 
b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; 
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c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 
penilaian kepada mahasiswa; dan 
d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 
secara akuntabel dan transparan. 
(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c 
mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, 
observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 
(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian 
ulang.  
 
Pasal 22 
(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 
huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 
(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan 
oleh: 
a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 
b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 
mahasiswa; dan/atau 
c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 
pemangku kepentingan yang relevan. 
(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib 
menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. 
 
Pasal 23 
(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf 
e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu 
mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat)  berkategori sangat baik;  
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;  
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau  
e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 
(2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara 
untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).  
(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap 
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 
(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan 
dengan indeks prestasi semester (IPS). 
(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi  
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 
(6) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 
perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks 
mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang 
diambil dalam satu semester. 
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(7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 
perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks 
mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang 
diambil yang telah ditempuh. 
(8) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 17 ayat (5) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 
semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi 
etika akademik. 
 
Pasal 24 
(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila 
telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki 
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan 
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua 
koma nol). 
(2) Kelulusan mahasiswa  dari program diploma dan program sarjana 
dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian 
dengan kriteria: 
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) 
sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); 
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 
apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol 
satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai 
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 
(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program 
magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan 
lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program 
studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 
3,00 (tiga koma nol). 
(4) Kelulusan mahasiswa  dari program profesi, program spesialis, program 
magister, program magister terapan, program doktor, program doktor 
terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, 
dan pujian dengan kriteria: 
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai 
dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 
apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima 
satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau  
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai 
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 
(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau 
sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan 
peraturan perundangan. 
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Bagian Keenam 
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
 
Pasal 25 
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk 
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan. 
 
Pasal 26 
(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. 
(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen 
dan dibuktikan dengan ijazah.  
(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 
(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus 
berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister 
terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan 
instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 
tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling 
rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI). 
(5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus 
berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister 
terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan 
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 
berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). 
(6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah 
lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program 
studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan 
dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan 
jenjang 8 (delapan) KKNI)  
(7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah 
lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi 
dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat 
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program 
studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan 
berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). 
(8) Dosen program magister dan program  magister terapan harus 
berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan 
dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi 
yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan 
jenjang 9 (delapan) KKNI).  
(9) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi 
lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang 
relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 
(dua) tahun. 
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(10) Dosen program doktor dan program doktor terapan: 
a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang 
relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen 
bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 
berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;  
b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan 
paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang 
diakui oleh Direktorat Jenderal.  
(11) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan 
(7),  dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dan ayat (10) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme 
rekognisi pembelajaran lampau. 
 
Pasal 27 
(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 
a. kegiatan pokok dosen mencakup: 
1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 
3. pembimbingan dan pelatihan; 
4. penelitian; dan 
5. pengabdian kepada masyarakat;  
b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 
c. kegiatan penunjang.  
(2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 
jam per minggu. 
(3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada 
ayat (1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban 
belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan 
antara lain berupa menjabat struktural. 
(4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada 
ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi 
dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat 
struktural. 
(5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam rangka 
penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 
desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa. 
(6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang 
diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 
 
Pasal 28 
(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen 
berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak 
menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain. 
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(3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh 
lima persen) dari jumlah seluruh dosen.  
(4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk 
menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 
6 (enam) orang. 
(5) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program 
doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau 
profesor. 
(6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian 
dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 
 
Pasal 29 
(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan 
program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan 
kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
bagi tenaga administrasi.  
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 
kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 
(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 
sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.  
 
Bagian Ketujuh 
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 
 
Pasal 30 
Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal 
tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses 
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 
 
Pasal 31 
(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
paling sedikit terdiri atas: 
a. lahan; 
b. ruang kelas; 
c. perpustakaan; 
d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 
e. tempat berolahraga; 
f. ruang untuk berkesenian; 
g. ruang unit kegiatan mahasiswa; 
h. ruang pimpinan perguruan tinggi; 
i. ruang dosen; 
j. ruang tata usaha; dan 
k. fasilitas umum. 
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain:  
jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. 
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Pasal 32 
(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus berada dalam 
lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang 
proses pembelajaran 
(2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh 
penyelenggara perguruan tinggi. 
 
Pasal 33 
Kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 
a sampai dengan huruf k diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci yang 
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 
 
Pasal 34 
(1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas 
A atau setara. 
(2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi 
listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik  limbah domestik maupun 
limbah khusus, apabila diperlukan. 
(3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 
 
Pasal 35 
(1) Standar  sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
paling sedikit terdiri atas: 
a. perabot; 
b. peralatan pendidikan; 
c. media pendidikan; 
d. buku, buku elektronik, dan repositori; 
e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 
f. instrumentasi eksperimen; 
g. sarana olahraga; 
h. sarana berkesenian; 
i. sarana fasilitas umum; 
j. bahan habis pakai; dan 
k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.  
(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan 
karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi 
akademik. 
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Pasal 36 
(1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 
diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.  
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, 
lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) 
di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau 
gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi 
untuk pengguna kursi roda. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa 
yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 
 
Bagian Kedelapan 
Standar Pengelolaan Pembelajaran 
 
Pasal 37 
(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 
(2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga 
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.  
 
Pasal 38 
(1) Program studi wajib : 
a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam 
setiap mata kuliah; 
b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar 
proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai 
capaian pembelajaran lulusan; 
c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 
budaya mutu yang baik; 
d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 
rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 
e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber 
data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan 
pengembangan mutu pembelajaran;   
(2) Perguruan tinggi wajib: 
a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan 
pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku 
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran;  
b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program 
pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 
sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 
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d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 
e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan 
dosen; 
f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan 
program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan 
tinggi. 
 
Bagian Kesembilan 
Standar Pembiayaan Pembelajaran 
 
Pasal 39 
(1) Standar  pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 5. 
(2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan 
prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan 
tinggi.  
(3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya 
tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya 
operasional tidak langsung.  
(4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan 
biaya operasional pendidikan tinggi. 
(5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi 
negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:  
a. jenis program studi; 
b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi 
c. indeks kemahalan wilayah;  
(6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk 
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan 
tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 
 
Pasal 40 
Perguruan tinggi wajib: 
(1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada 
satuan program studi; 
(2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari 
penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang 
bersangkutan; dan 
(3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan 
tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 
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Pasal 41 
(1) Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib 
mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar 
sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. 
(2) Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: 
a. hibah; 
b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 
c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 
d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 
(3) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur 
dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 
dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 
 
BAB III  
STANDAR NASIONAL PENELITIAN 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian 
 
Pasal 42 
Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 
a. standar hasil penelitian; 
b. standar isi penelitian; 
c. standar proses penelitian; 
d. standar penilaian penelitian; 
e. standar peneliti; 
f. standar sarana dan prasarana penelitian; 
g. standar pengelolaan penelitian; dan 
h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
 
Bagian Kedua 
Standar Hasil Penelitian 
 
Pasal 43 
(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil 
penelitian. 
(2) Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua luaran 
yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.  
-22- 
 
(4) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus mememenuhi ketentuan pada 
ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan 
serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 
(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau 
tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib 
disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, 
dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil 
penelitian kepada masyarakat.  
 
Bagian Ketiga 
Standar Isi Penelitian 
 
Pasal 44 
(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 
keluasan materi penelitian. 
(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 
(3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau 
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, 
atau postulat baru. 
(4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 
(5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi 
kajian khusus untuk kepentingan nasional.  
(6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat 
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan 
masa mendatang. 
 
Bagian Keempat 
Standar Proses Penelitian 
 
Pasal 45 
(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 
(3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan. 
(4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 
melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus 
mememenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3),  juga harus mengarah 
pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi 
ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.  
(5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam 
besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat 3.  
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Bagian Kelima 
Standar Penilaian Penelitian 
 
Pasal 46 
(1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian 
terhadap proses dan hasil penelitian. 
(2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: 
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar 
terus meningkatkan mutu penelitiannya; 
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari 
pengaruh subjektivitas;  
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 
dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
(3) Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan 
kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 
penelitian. 
(4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 
(5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka 
penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur 
berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 
 
Bagian Keenam 
Standar Peneliti 
 
Pasal 47 
(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian. 
(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan 
tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 
keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 
penelitian. 
(3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan:  
a. kualifikasi akademik; dan  
b. hasil penelitian. 
(4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan 
kewenangan melaksanakan penelitian 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian 
diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 
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Bagian Ketujuh 
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
 
Pasal 48 
(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi 
dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 
(2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk 
memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program 
studi. 
(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk 
proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 
  
Bagian Kedelapan 
Standar Pengelolaan Penelitian 
 
Pasal 49 
(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan penelitian.  
(2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 
penelitian. 
(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga 
penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau 
bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 
perguruan tinggi. 
 
Pasal 50 
(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib: 
a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai 
dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 
b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal penelitian; 
c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 
e. melakukan diseminasi hasil penelitian;  
f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan 
penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan 
intelektual (HKI); dan  
g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 
h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 
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(2) Perguruan tinggi wajib: 
a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari 
rencana strategis perguruan tinggi; 
b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit 
menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan 
baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu 
bahan ajar; 
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 
penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 
penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 
e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada 
standar hasil, standar isi, dan standar proses  penelitian; 
f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain 
melalui program kerja sama penelitian;  
g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 
h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam 
menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan 
data pendidikan tinggi;  
 
Bagian Kesembilan 
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 
 
Pasal 51 
(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria 
minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.  
(3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan 
penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga 
lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 
(4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk membiayai: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; dan  
f. diseminasi hasil penelitian. 
(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan 
ketentuan di perguruan tinggi. 
 
Pasal 52 
(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 
(2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk membiayai: 
a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan 
dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI). 
-26- 
 
BAB IV  
 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 53 
Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 
a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat; 
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat; 
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 
e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 
g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 
 
Bagian Kedua 
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 54 
(1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, 
dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan 
keahlian sivitas akademik yang relevan; 
b. pemanfaatan teknologi tepat guna; 
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 
d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 
 
Bagian Ketiga 
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
Pasal 55 
(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 
(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat. 
(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
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(4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 
masyarakat pengguna; 
b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 
memberdayakan masyarakat; 
c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 
d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi 
kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 
usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 
e. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 
 
Bagian Keempat 
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 56 
(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.  
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 
a. pelayanan kepada masyarakat; 
b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang 
keahliannya; 
c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau 
d. pemberdayaan masyarakat.  
(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan 
lingkungan. 
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 
sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada 
terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan 
dan peraturan di perguruan tinggi. 
(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 
dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (3) 
(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara 
terarah, terukur, dan terprogram.  
 
Bagian Kelima 
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 57 
 
(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada 
masyarakat. 
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(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian paling sedikit: 
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar 
terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan 
bebas dari pengaruh subjektivitas;  
c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria 
dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat; dan 
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain 
memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar 
proses pengabdian kepada masyarakat. 
(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. tingkat kepuasan masyarakat; 
b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 
masyarakat sesuai dengan sasaran program; 
c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat 
secara berkelanjutan; 
d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 
pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; atau 
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 
(5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 
mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
Bagian Keenam 
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 58 
(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat. 
(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang 
sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan 
kedalaman sasaran kegiatan. 
(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:  
a. Kualifikasi akademik; 
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 
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(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh 
Direktur Jenderal. 
 
Bagian Ketujuh 
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 59 
(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan 
kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 
memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 
(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 
digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling 
sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang 
dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 
(3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 
dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 
(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan. 
 
Bagian Kedelapan 
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 60 
(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  
(2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang 
bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 
(3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, 
lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk 
lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 
tinggi. 
 
Pasal 61 
(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: 
a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada 
masyarakat perguruan tinggi; 
b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 
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c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat; 
e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 
f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat;  
g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat yang berprestasi; 
h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 
pada lembaga lain melalui kerja sama; dan 
i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 
j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 
dikelolanya. 
(2) Perguruan tinggi wajib: 
a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang 
merupakan bagian dari rencana strategis  perguruan tinggi; 
b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada 
masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada 
masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan 
ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum 
serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 
c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 
pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program 
pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; 
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 
pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program 
pengabdian kepada masyarakat; 
e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan 
standar proses pengabdian kepada masyarakat; 
f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja 
sama pengabdian kepada masyarakat;  
g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 
h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 
masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada 
masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 
 
Bagian Kesembilan 
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 
 
Pasal 62 
(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 
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(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian 
kepada masyarakat. 
(3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada 
masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga 
lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 
(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: 
a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 
b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 
c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 
d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 
e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 
f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 
(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 
diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 
 
Pasal 63 
(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat. 
(2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: 
a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil 
pengabdian kepada masyarakat; serta 
b. peningkatan kapasitas pelaksana.  
 
BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 64 
 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:  
a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan 
pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk 
proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses 
penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi; 
b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian 
sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) 
paling lama 10 (sepuluh) tahun; 
c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;  
d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih 
berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan 
Peraturan Menteri ini. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 65 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Juni 2014 
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REPUBLIK INDONESIA, 
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